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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Latar belakang yang mepengaruhi Soe Hok Gie 
dalam gerakan mahasiswa tahun 1960-1968, (2) Peran Soe Hok Gie dalam gerakan mahasiswa 
tahun 1960-1968, (3) perubahan yang terjadi setelah jatuhnya Orde Lama terhadap kondisi politik 
dan gerakan mahasiswa.
Penelitian ini menggunakan metode historis, yang terdiri dari empat tahap kegiatan, yaitu 
heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis, 
meliputi  arsip,  buku  dan  surat  kabar.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi 
pustaka.  Analisis  data  yang  digunakan  analisis  historis,  yaitu  analisis  yang  mengutamakan 
ketajaman dalam menginterpretasi fakta sejarah.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Latar belakang masuknya Soe Hok 
Gie dalam gerakan mahasiswa (a) kepribadian Soe Hok Gie sebagai seorang yang senantiasa kritis 
menyikapi  kondisi  dan  yang  terjadi  dan  menginginkan  kebenaran  sebagai  dasar  kehidupan  (b) 
keadaaan  yang  terjadi  pada  masa  Demokrasi  Terpimpin  dimana  Presiden  Soekarno  telah 
menyelewengkan  amanat  proklamasi  dengan  mengutamakan  kepentingan  salah  satu  pihak 
dibanding kepentingan umum sehingga mengakibatkan penderitaaan rakyat; (2) Latar belakang Soe 
Hok gie berperan dalam menjatuhkan pemerintah masa Demokrasi Terpimpin adalah penyimpangan 
pada era tersebut semakin diperkeruh dengan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI pada tanggal 
30  September  1965.  Kondisi  yang  dimanfaatkan  sebagian  anggota  pemerintah  dengan 
menggunakan  jalur  ekonomi  untuk  mengacaukan  kondisi  sehingga  mengalihkan  perhatian 
masyarakat terhadap masalah G 30 S semakin memburuk melumpuhkan roda ekonomi sehingga 
menyebabkan penderitaan bagi rakyat; (3) peran mahasiswa dalam menjatuhkan pemerintah Orde 
Lama  dan  berdirinya  Orde  Baru  telah  menempatkan  mahasiswa  pada  posisi  strategis  dalam 
pemerintahan.  Kondisi  yang  dimanfaatkan  sebagian  wakil  mahasiswa  untuk  menduduki  posisi 
birokratis  dalam  pemerintahan,  sehingga  menyebabkan  keprihatinan  dari  sebagian  mahasiswa 
seperti Soe Hok Gie. Peran mahasiswa dalam politik praktis mengakibatkan bergesernya peran dan 
fungsi  mahasiswa.  Kritik  yang  dilakukan  sebagian  mahasiswa  yang  masih  mempertahankan 
idealisme di media massa adalah usaha untuk memberikan wawasan agar mahasiswa kembali ke 
peran, fungsi dan tugas yang sebenarnya.
Motto
“perubahan hanya soal waktu,karena zaman tidak bisa dilawan” (Soe Hok Gie)
“Apabila orang muda terlalu cepat menjadi pemimipin,maka ia akan kehilangangan banyak waktu 
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A.     Latar Belakang
 
Mahasiswa  adalah  kelompok  paling  dinamis  dalam  masyarakat  dan  teramat  peka 
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Apalagi mengenai kebebasan dan 
keadilan, mahasiswa biasanya bersifat kurang sabar. Karena mereka pembawa panji idealisme dan 
pembaharuan.  Dengan  pendidikan  serta  pengetahuan  ,  kemampuan  “  bervisi  “  dan  “  berasa  “ 
terhadap masa depan, mereka tak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab hari depan bangsa dan 
hari  depan dirinya sendiri.  emosi, akal dan nalurinya lebih terarah kepada masa depan. Dengan 
pelbagai cara mereka akan melibatkan diri dalam proses-proses perubahan masyarakat dan Negara, 
baik dalam gerakan-gerakan pendobrak maupun kontrol sosial. Mereka akan tetap bergerak, baik 
didalam maupun diluar kampus mereka sendiri (Nasution , 1995: 25)
Kelompok pemuda terpelajar yang tergabung dalam gerakan mahasiswa dengan kualitas 
yang lebih tinggi dibidang kelimuan. Dengan kesadaran dan loyalitas melihat kondisi sekitarnya 
akan timbul keprihatinan dan menimbulkan perubahan. Pada keadaan inilah golongan masyarakat 
ini  akan menjadi  kekuatan yang mampu menggerakan elemen-elemen lain dalam sistem politik 
Indonesia.  Gerakan yang dilakukan di  kampus  maupun di  luar  kampus akan menjadi  ancaman 
serius bagi pemerintah yang melakukan penyimpangan dari amanat aspirasi rakyat.
Francoise Raillon (1989: 3-4) menjelaskan konsepsi generasi lebih ber orientasi pada 
kesatuan umur dan dan mereka mempunyai kesamaan cita-cita dalam menunaikan sebuah peranan 
yang sangat menentukan pada saat-asat terpenting dalam sejarah Indonesia.
Tokoh-tokoh  mahasiswa  angkatan  ’45  yang  akhirnya  menjadi  pemimpin  setelah  era 
kemerdekaan.  Ini  merupakan  bukti  bahwa  mahasiswa  yang  nanti  akan  menjadi  penerus 
pembangunan.  Setelah  berahirnya  era  mahasiswa  angkatan  ’45  (karena  telah  berganti  fungsi 
menjadi penguasa politik) maka harus muncul generasi baru yang menjadi penontrol pemerintahan 
yang berkuasa. 
 Soe Hok Gie adalah salah satu tokoh penting mahasiswa. Ia salah satu tokoh kunci dalam 
munculnya  angkatan  ’66.  Sebuah  angkatan  dalam  sejarah  gerakan  kaum  tepelajar  muda  di 
Indonesia yang nyaris menjadi legenda, sekaligus mitos. Soe Hok Gie sebagai bagian gelombang 
yang yang menggulung pada masa itu, banyak penulis yang membuat catatan di media massa  . 
Secara  etnis  dan  kultural,  ia  memulai  kehidupanya  sebagai  warga  asing.  Walaupun  demikian 
dikarenakan energi,  intelegensi,  dan kekuatan kepribadiannya ia memiliki  kontak dengan begitu 
banyak elite  politik.  Tetapi  Soe  Hok Gie tidak pernah memiliki  posisi  dalam ataupun lembaga 
nasional apapun, kecuali berpartisipasi dalam gerakan asimilasi di komunitas Cina- Indonesia pada 
awal 1960-an, dan posisinya dalam peta politik nasionalnya tidak jelas. Lewat tulisan-tulisannya, 
bisa dilihat kembali bagaimana sikap dan respon kaum muda terhadap masalah-masalah aktual pada 
zamannya dan itu bisa dikaitkan dengan peranan kaum muda pada waktu itu. Meskipun Soe Hok 
Gie tidak mempelopori gerakan secara besar-besaran, tapi tetapi sebagai konseptor ia mengilhami 
taman-teman segenerasi untuk berpikir  dan berbuat sesuatu (Kuntowijoyo dalam John Maxwell, 
1995: 1)
Soe Hok Gie adalah pemerhati masalah bangsanya yang tekun dan bersemangat,  bahkan 
ketika ia  masih remaja.  Dan untungnya,  banyak pemikiran dan renungannya tantang dunia dan 
sekelilingnya,  dan begitu  pula  pemikirannya tentang masalah sosial  politik  yang didukung oleh 
argumen  yang  kuat  yang  tersimpan  dalam  tulisan-tulisan  pribadinya  maupun  yang  sudah 
diterbitkan. Kesadaran Soe Hok Gie terhadap dunia di  selilingnya mulai terwujud dalam ekspresi 
politiknya semasa SMA. Kritik-kritik tajam kepada Presiden Sukarno dan tokoh-tokoh pokitik lain 
yang muncul dalam catatan hariannya tanggal 10 Desember 1959 adalah pernyataan eksplisit yang 
pertama  tantang  pemahamannya  tentang  dunia  politik.  Pengalaman  melihat  orang  kelaparan 
disekitar rumahnya di Kebon Jeruk,  adalah hal penting hingga mengeluarkan kecaman pedas (John 
Maxwell, 2001: 4)
Partisipasi  pertama  Soe  Hok  Gie  dalam pada  saat  terjadi  manuver  politik  di  kalangan 
masyarakat  etnis  Cina-Indonesia  awal  dasawarsa  60-an  ketika   menjalin  kerjasama dengan  dua 
teman mahasiswa fakultas sastra, Ong Hok Ham dan Tan Hong Gie. Ketika ia mengenal Ong dan 
Tan pada ahir 1961 mereka telah terlibat beberapa waktu mengenai masalah perdebatan yang terus 
berlanjut mengenai orang-orang Cina di Indonesia. Hal ini terjadi karena dua masalah yaitu masalah 
status  hukum dan  status  kewarganegaraan  serta  masalah  penetrasi  ekonomi  masyarakat  Cina 
terhadap seluruh segi ekonomi Indonesia. 
Gerakan mahasiswa yang sangat menpengaruhi Soe Hok Gie adalah Gerakan Mahasiswa 
Sosialis  (Gemsos),  organisasi  politik  mahasiswa  kecil  dan  menarik  bagi  mahasiswa  yang 
mendukung Partai Sosialis Indonesia. Sejak masih sekolah Soe Hok Gie tertarik pada PSI yaitu 
sejak melihat pimpinannya adalah Sutan Syahrir sosok tulus dan jujur yang dikaguminya. 
Penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan presiden Soekarno yang telah keluar dari 
jalur revolusi yang telah direncanakan mulai menuai kritik. Pembubaran DPR pilihan tahun 1955, 
penetapan Manipol USDEK sebagai landasan Demokrasi  terpimpin,  menetapkan MPRS sebagai 
lembaga tertinggi  menurut  konstitusi  dan rencana  pembrangusan partai-partai  yang tidak  setuju 
dengan rencana terpimpin adalah langkah awal penyelewangan Soekarno. Kondisi ekonomi yang 
semakin memburuk semakin membuat rakyat terjepit dimasa awal pembentukan negara.
Pada tanggal 1 Oktober 1965 terjadi kudeta dari PKI. Tetapi karena tindakan yang tegas dari 
MayJen Suharto usaha kudeta tersebut dapat segera digagalkan.  Pasca peristiwa tersebut situasi 
Negara semakin tidak menentu, presiden Soekarno justru mengeluarkan beberapa kebijakan yang 
tidak  populer  mengenai  menteri  dan  kebijakan  tersebut  semakin  menyebabkan  ketidakpuasan 
terhadap  pemerintah.  Kondisi  ekonomi  yang  juga  ikut  semakin  memburuk  menjadi  pemicu 
instabilitas  negara  ini.  Perubahan  politik  terus  berlangsung,  namun  presiden  Sukarno  tidak 
menunjukan tanda-tanda bahwa siap untuk melakukan kompromi lebih jauh dengan lawan-lawan 
politiknya  atau  menerima  pengurangan  yang  signifikan  terhadap  otoritas  dan  kekuasaan 
kepresidenanya.  Sebaliknya,  presiden  Sukarno  memberikan  indikasi  untuk  mempertahankan 
posisinya  di  puncak  pemerintahan  dengan  melakukan  pidato-pidato  di  muka  umum  dengan 
menunjukan simbol-simbol ideologis dan slogan-slogan politik yang menunjukan ciri  utama era 
Demokrasi Terpimpin (John Maxwell, 2001: 254)
            Mahasiswa angkatan ’66 sebagai pelaku kontrol sosial sangat menarik untuk dikaji. Tidak 
dapat  dipungkiri  bahwa  angkatan  ’66  mempunyai  andil  besar  dalam  melahirkan  Orde  Baru. 
Sebelum itu tampilnya angkatan ’66 dalam menuntut pembubaran PKI dan perombakan terhadap 
struktur  politik  yang  dikembangkan  Orde  Lama.  Terbukti  tekanan-tekanan  yang  dilakukan 
mahasiswa memberikan pengaruh  yang sangat besar . Arus lalu-lintas dalam bulan-bulan pertama 
tahun 1966  mengalami kemacetan, bahkan kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti pertemuan para 
menteri dan pelantikan kabinet baru sempat terhambat oleh massa mahasiswa. 
Pada masa ini gerakan mahasiswa akan berperan basar dalam rangka perubahan, termasuk 
didalamnya Soe Hok Gie yang aktif menyuarakan pendapat melalui aksi  massa maupun tilisan-
tulisan di media massa. Gerakan yang dilakukan mahasiswa sebelum tahun 1966 inilah yang nanti 
menumbangkan  pemerintahan  Orde  Lama  yang  memang  talah  menyimpang  dari  cita-cita 
Proklamasi.  
Peran Soe Hok Gie yang tidak hanya berhenti setelah masa peralihan menunjukan wawasan 
yang luas dan tidak terbatas pada satu masalah tertentu pasca jatuhnya Soekarno. Soe Hok Gie 
mampu  melihat  situasi  dengan  cermat  ketika  diawal  berdirinya  Suharto  mulai  menampakkan 
gelagat  yang tidak seharusnya terjadi,  ketika terjadinya  pembantaian terhadap rakyatnya  sendiri 
tanpa proses pengadilan hanya karena tuduhan terlibat G 30 S. Hal lain yang juga perlu diperhatikan 
yaitu ketika kurangnya kontrol terhadap pemerintah, karena kuatnya posisi tentara dalam percaturan 
politik, hal ini membuat Soe Hok Gie merasa bahwa ada bom waktu yang kelak akan meledak. 
Soe  Hok  Gie  juga  menyoroti  masalah  peran,  fungsi,  dan  tugas   mahasiswa  yang  mulai 
terjadi  pergeseran dan  terkikis  kepentingan  pribadi.  Masa itu  mahasiswa terpecah menjadi  dua 
yaitu yang setuju dengan peran mahasiswa dalam politik praktis maupun yang tidak setuju dalam 
keterlibatan mahasiswa dalam politik praktis.Peran dan fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan 
dan kontrol atas kebijakan pemerintah bukan ikut ambil bagian dalam politik yang ditawarkan Orde 
Baru  karena  merasa  telah  menang  perang  dengan  menjatuhkan  rezim  Orde  Lama.  Mahasiswa 
seharusnya kembali kepada tugasnya kembali ke kampus untuk mempersiapkan diri meneruskan 
estafet  pemerintahan dengan belajar bukan masuk dalam sistem yang dibuat pemerintah.  Untuk 
mengetahui  sejauh mana peran  Soe Hok Gie akan ditulis  dalam skripsi  ini  mengenai  rumusan 
masalah dan pembahasanya dengan judul “  Peranan Soe Hok Gie dalam Gerakan Mahasiswa 
1960-1968 “. 
 
B.     Perumusan Masalah
Sesuai latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa 
permasalahan  pokok  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini  penulis 
merumuskan masalah menjadi 3 pokok bahasan: 
1.       Apakah latar belakang yang mempengaruhi  Soe Hok Gie dalam gerakan mahasiswa 1960-
1966 ?
2.       Bagaimana  peran Soe Hok Gie dalam pelaksanaan aksi  gerakan mahasiswa tahun 1960-
1966 ?
3.       Bagaimana  perubahan  yang  terjadi  setelah  jatuhnya  pemerintahan  Orde  Lama  terhadap 
kondisi politik dan perkembangan gerakan mahasiswa ?
 
C.     Tujuan Penelitian
1.      Untuk mengetahui latar belakang yang mempengaruhi Soe Hok Gie dalam gerakan mahasiswa 
1960-1966.
2.      Untuk mengetahui  peran Soe  Hok Gie dalam pelaksanaan aksi  gerakan mahasiswa tahun 
1960-1966.
3.      Untuk mengetahui perubahan terjadi setelah jatuhnya Orde Lama terhadap kondisi politik dan 
gerakan mahasiswa.  
 D.    Manfaat Penelitian
1.      Manfaat Teoritis
Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:
1)      Menambah  khasanah  ilmiah  yang  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  tentang 
sejarah.
2)      Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan cakrawala penulis khususnya dan 
pembaca umumnya tentang peranan Soe Hok Gie dalam pergerakan mahasiswa pada tahun 
1960-1968.
2.      Manfaat Praktis
            Secara praktis dan aplikasi, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:
1)       Dapat melengkapi koleksi ilmiah di paerpustakaan.
2)       Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Kependidikan Program Sejarah 
















    1. Gerakan Mahasiswa
a.      Pengertian Gerakan Mahasiswa
Mahasiswa  merupakan  golongan  intelektual  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai 
“modernizing agent”  (agen pembaharu).  Sebagai warga masyarakat yang sedang menempuh 
proses pendidikan tertinggi,  dengan sendirinya dipandang sebagai kaum intelektual.  Peranan 
angkatan muda adalah peranan yang sangat menonjol dalam setiap perubahan, sepanjang sejarah 
angkatan  muda  selalu  menampilkan  pesona  yang  terekam  dalam  sejarah,  langkah-langkah 
generasi  muda  selalu  menghasilkan  perubahan  dan  visi-visi  baru  dalam  masyarakat.   
Mahasiswa merupakan kelompok yang dinamis dan peka terhadap perubahan-perubahan yang 
terjadi  pada masyarakat.  Dengan pendidikan  dan pengetahuan,  bervisi  dan bermisi  ke  masa 
depan,  mahasiswa  tidak  bisa  melepaskan  diri  dari  tanggung  jawab  hari  depan  bangsa  dan 
dirinya. Emosi, akal, dan nalurinya lebih terarah kepada masa depan. Dengan berbagai cara, 
mahasiswa  selalu  melibatkan  diri  dalam  proses  perubahan-perubahan  masyarakat  maupun 
berperan  sebagai  kontrol  sosial.  Mahasiswa  akan  tetap  bergerak  di  dalam maupun  di  luar 
kampusnya sendiri. Mahasiswa merupakan kelompok yang berperan penting dalam perubahan 
sosial politik, bahkan gerakan protes di berbagai negara, mahasiswa selalu memainkan peranan 
yang sangat efektif dan berposisi sentral dalam percaturan politik.
Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (Petter  Salim dan Yeni  Salim,  1990  :  272) 
dijelaskan pengertian  gerakan,  yakni  suatu  usaha atau  kegiatan  yang dijalankan baik  dalam 
lapangan  sosial  maupun  politik.  Gerakan  mahasiswa  dengan  segala  kelebihan  dan 
kekurangannya  memang  diakui  bahwa  tidak  semua  gerakan  mahasiswa  membuahkan  hasil 
seperti yang diharapkan. Tidak semua aspirasi dari kelompok intelektual muda ini memperoleh 
jawaban yang memuaskan dari  pemerintah,  akan tetapi  juga tidak kecil  peranan mahasiswa 
dalam  perubahan  politik  di  masyarakat.  Gerakan  mahasiswa  selalu  bertemakan  realisasi 
demokratisasi dan keadilan sosial, serta menekankan pada nilai-nilai agama dalam kehidupan 
sosial secara luas dan menyeluruh.
Menurut Arief Budiman (1999 : 33) gerakan mahasiswa dapat diartikan sebagai cetusan 
sikap dan perilaku untuk merespon dinamika lingkungannya, sebagai wujud dari kesetiaan dan 7
 
cita-cita ideologisnya. Definisi ini cukup longgar dan karenanya membebaskan dari parameter-
parameter yang kaku. Misalnya gerakan mahasiswa harus turun jalan, harus dengan teriakan-
teriakan  retoris,  harus  mampu  menjatuhkan  sebuah  rezim  tirani,  harus  bersifat  massif  dan 
sebagainya. Intinya gerakan mahasiswa harus paham betul apa yang harus diperjuangkan sesuai 
tuntutan perannya secara sosial, politik dan keilmuan atau intelektualitas. 
Pada umumnya mahasiswa terdiri dari kalangan pemuda. Pemuda adalah kelompok muda yang 
memiliki potensi, semangat dan kemauan yang keras terhadap diri sendiri maupun terhadap 
masyarakat lainnya. Pemuda merupakan salah satu golongan masyarakat yang berpotensi untuk 
tampil di masyarakat, sehingga generasi muda erat hubungannya dengan perubahan sosial. Hal 
ini mengakibatkan pemuda lebih bebas bergerak melawan ketidakadilan dan tidak segan untuk 
bertindak keras. Dalam perjuangannya, pemuda memiliki ciri-ciri yang khas yaitu bergerak 
dengan cara radikal dan selalu bertindak cepat.
Pola berpikir kaum terpelajar atau mahasiswa yang jumlahnya relatif sedikit dibanding dengan 
jumlah penduduk harus memikul tanggung jawab untuk memperbaiki masyarakat. Sekalipun 
mahasiswa berusia muda, tetapi berkembang dengan cepat mencapai kematangan, sebab selain 
mahasiswa mendapat pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa juga memperoleh pendidikan 
langsung dari masyarakat atas dasar kondisi dan situasi di mana mahasiswa tersebut tumbuh 
berkembang. Dalam kondisi masyarakat yang terjajah, mahasiswa mengalami kenyataan keras 
dan pahit. Mahasiswa melihat dengan mata kepala sendiri betapa massa rakyat menderita dalam 
keadaan sengsara dan tertindas. Suatu cambuk tepat mengenai hati sanubari generasi muda 
tatkala menyaksikan rakyat menerima nasibnya yang duka nestapa dan seolah-olah tidak tahu 
berbuat apa akibat sistem yang menimbulkan siksaan-siksaan. Kaum muda merasa peka 
terhadap keadaan, dan memahami duka dan sengsara rakyat. (Yosar Anwar, 1981 : 230).
 
b.      Faktor Penyebab Munculnya Gerakan Mahasiswa
Mahasiswa sebagai kaum terpelajar secara teoritis mempunyai kesadaran kritis yang 
jauh lebih tinggi dari masyarakat awam pada umumnya didalam memahami dan menilai pola 
kepemimpinan  seseorang  untuk  manjalani  roda  pemerintahan.  Kesadaran  kritis  tersebut 
menjadikan  mahasiswa  melakukan  gerakan-gerakan  moral  ketika  sistem  kepemimpinan 
nasional menimbulkan krisis ekonomi (Arie Sudjito dan Bambang Hudoyono, 2001:29)
 Faktor-faktor yang mendorong munculnya gerakan mahasiswa adalah kondisi ekonomi 
yang memprihatinkan, ketidakpuasan sosial, kebijakan luar negeri pemerintah yang tidak adil, 
ketidakpuasan  terhadap  penguasa,  politik  yang  tidak  demokratis,  semua  dipandang  sebagai 
penyebab  gerakan  politik  mahasiswa.  Pada  umumnya  gerakan  mahaiawa  terjalin  dengan 
keresahan  masyarakat,  kondisi  sosial  politik  yang  kritis  pada  waktu  itu  dan  semakin 
memburuknya kondisi ekonomi memunculkan suatu angkatan baru yang mendapat kesempatan 
memainkan peranan (Andi Rahmat dan M. Najib, 2001:67)
Suatu pembahasan mengenai gerakan mahasiswa selalu melihat persoalannya dari dua 
kondisi  yang saling mempengaruhi.  Pertama adalah kondisi  obyektif,  yakni melihat gerakan 
mahasiswa dalam kerangka persoalan yang lebih luas, misalnya struktur umur penduduk suatu 
negara  serta  sistem  politik  pada  masa  saat  mahasiswa  berkembang.  Kedua  adalah  kondisi 
subyektif,  yakni  menilai  variabel-variabel  yang  ruang  lingkupnya  langsung  berhubungan 
dengan  kepentingan  para  mahasiswa,  keterbukaan  pasaran  tenaga  kerja  untuk  lulusan 
universitas serta munculnya apa yang pada tahun 1960-an sudah ramai disebut sebagai suatu 
sub-kultur mahasiswa (Burhan D. Magenda, 1991 : 129).
c.       Jenis-Jenis Gerakan Mahasiswa
Menurut Ahmad Najib Wiyadi (2004 : 15) terdapat tiga jenis gerakan mahasiswa, yaitu: 
1) Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan senat pada 
perguruan  tinggi  yang  memakai  tradisi  ideologi  demokrasi  liberal  dengan  visi  merubah 
kebijakan publik sesuai dengan aspirasi rakyat; 2) Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh kaum 
muda yang mempunyai visi strategi atau taktik perjuangan melalui gerakan ekstra parlementer 
dengan karakter gerakan marxis komunis; 3) Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh jaringan 
demokrasi gerakan mahasiswa radikal yang berideologi sosialis non marxis yang mempunyai 
visi mengganti pemerintahan dengan kepemimpinan alternatif.  
Kehadiran gerakan mahasiswa, tidak bisa terlepas dari aktivitas politik mahasiswa yang 
mengharuskan mempunyai  satu ideologi politik yang kuat.  Gerakan mahasiswa ditinjau dari 
ideologi  politik  dapat  dikelompokkan menjadi  3  macam, yaitu:  1)  gerakan mahasiswa yang 
berideologi sosialis marxisme; 2) gerakan mahasiswa yang berideologi demokrasi dengan arah 
kebangsaan dan kebebasan; dan 3) gerakan mahasiswa yang berdasarkan religiusitas keagamaan 
(Andi Rahmat, 2001: 349).
Gerakan  mahasiswa  oleh  Ahmad  Najib  Wiyadi  (2004  :  16)  juga  dikelompokkan 
menjadi  dua,  yaitu  gerakan  mahasiswa  yang  benar-benar  independent  artinya  murni 
memperjuangkan  aspirasi  rakyat  tanpa  ditunggangi  oleh  kepentingan  politik  dari  kelompok 
tertentu  dan  gerakan  mahasiswa  yang  mempunyai  patron,  artinya  perjuangan  gerakan 
mahasiswa mempunyai kepentingan politik tertentu sesuai dengan tujuan patron masing-masing.
 
d.      Tujuan dan Sasaran
Tujuan gerakan mahasiswa tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada suatu 
pemerintahan  yang  berkuasa  pada  saat  itu.  Gerakan  mahasiswa  yang  berada  pada  kondisi 
bangsanya terjajah oleh bangsa lain sudah tentu bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan 
dan memperjuangkan nasib rakyatnya yang tertindas. Sasaran dari gerakan mahasiswa tersebut 
adalah pemerintah kolonial yang sedang berkuasa (Burhan D. Magenda, 1991 : 132). Pada suatu 
pemerintahan yang otoriter dan represif yang berada pada ketidakpastian akibat suasana yang 
diciptakan oleh rezim yang memampatkan semua aspirasi rakyat, maka gerakan mahasiswa lahir 
dengan membawa tujuan menumbangkan pemerintah yang otoriter dan represif (Ichlasul Amal, 
1998  :  44).  Tujuan  gerakan  mahasiswa  cenderung  terbawa  pada  stigma  bahwa  gerakan 
mahasiswa  mempunyai  tujuan  menggulingkan  sebuah  kekuasaan  dan  menggantinya  dengan 
sebuah kekuasaan yang baru (Ahmad Najib Wiyadi, 2004 : 8).
Ahmad Najib  Wiyadi  (2004 :  10)  mengungkapkan bahwa tujuan yang dibawa oleh 
gerakan  mahasiswa  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu  :  1)  gerakan  mahasiswa  yang  bertujuan 
mengubah kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat; 2) 
gerakan mahasiswa visi strategi atau teknik perjuangan melalui gerakan ekstra parlementer; dan 
3)  gerakan  mahasiswa  yang  mempunyai  tujuan  penolakan  terhadap  pemilu  karena 
ketidakpercayaan pada produk seluruh elit dan membangun kepercayaan rakyat melalui dewan 
rakyat atau semacam kepemimpinan alternatif.  
  
e.      Aksi Gerakan Mahasiswa 
Menurut Marsilam Simanjuntak (1973 : 33-34) gerakan mahasiswa harus merupakan 
suatu aksi  massa dengan didahului oleh rapat umum yang dihadiri ribuan mahasiswa, untuk 
melakukan demonstrasi mahasiswa yang membawakan suara hati nurani rakyat yang didukung 
oleh  seluruh  masyarakat  dan  mahasiswa dalam jiwa dan  semangat  persatuan  dan  kesatuan. 
Selain itu gerakan mahasiswa harus dikoordinasikan secara resmi, melalui saluran organisasi 
mahasiswa,  sedapat  mungkin  yang  mencerminkan  mufakat  bulat  antara  seluruh  organisasi 
mahasiswa ekstra dan intra-universiter. Gerakan mahasiswa tidak ditunggangi oleh kepentingan-
kepentingan politik  dan harus  berdasarkan keadilan  dan  kebenaran sesuai  dengan konstitusi 
yang berlaku. 
Kebijakan suatu pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat melahirkan reaksi bagi 
gerakan mahasiswa, yaitu dengan melakukan demonstrasi di kota-kota besar dengan perlawanan 
yang  tidak  berhenti  pada  tuntutan  ataupun  penolakan  pada  kebijakan  pemerintah,  tetapi 
berlanjut  pada  aksi-aksi  turun  ke  jalan  sampai  tuntutan-tuntutan  terpenuhi  meskipun  harus 
berhadapan dengan aparat keamanan (Ahmad Najib Wiyadi, 2004 : 10).
Ahmad Najib Wiyadi (2004 : 15) mengungkapkan bahwa gerakan mahasiswa dalam 
perspektif  aksi  telah  mengalami  perubahan,  dari  gerakan  massa  menjadi  gerakan  back  to  
campus untuk  mendemokrasikan  kampus  sebagai  miniatur  negara.  Selain  itu  ada  gerakan 
mahasiswa yang memakai cara menjaga stamina untuk bertempur di lapangan ketika militansi 
massa dari partai politik, ormas dan gerakan buruh sudah tidak bisa diandalkan. Kemudian ada 
juga aksi gerakan mahasiswa yang sudah tidak percaya lagi pada gerakan ekstra parlementer 
dan  berubah  aksinya  dengan  gerakan  langsung  terjun  ke  masyarakat  untuk  mendidik, 
memberikan advokasi, dan mendampingi rakyat tanpa suasana politis.
Aksi  gerakan  mahasiswa  menurut  Marsilam  Simandjuntak  (1991  :  169)  diterima 
sebagai suatu aksi provokatif, karena bukan ditujukan pada persoalan penyerahan kekuasaan , 
tetapi  disengaja  atau  tidak  aksi-aksi  pada  gerakan  mahasiswa  telah  memancing  dan 
menimbulkan suasana yang memungkinkan terjadinya  perpindahan kekuasaan.  Ditambahkan 
lagi aksi gerakan mahasiswa bukan saja dalam cara mengumpulkan massa, keharusan adanya 
persatuan dan kesatuan, dan penggunaan bahasa dan metode berfikir, tetapi juga dalam banyak 
segi  lainnya,  antara  lain  rapat-rapat  umum,  pidato-pidato  agitatif,  pawai  yang  panjang, 
memasang spanduk-spanduk, mengerahkan truk-truk, militansi yang diwujudkan dalam slogan-
slogan bersemangat, merusak gedung dan membakar kendaraan.   
Di dalam sistem pretoria radikal, huru-hara dan demonstrasi merupakan bentuk aksi 
mahasiswa dan kelompok-kelompok kelas menegah yang saling berkaitan. Secara khas sksi-aksi 
semacam itu  hanya  akan  menjatuhkan  pemerintah  apabila  tindakan  itu  dapat  mempertajam 
situasi yang ada sehingga memeksa golongan militer menetang pemerintah. Di Columbia tahun 
1957,  misalnya,  huru-hara  mahasiswa  menimbulkan  pemogokan  umum  yang  bertujuan 
mencegah penyelengaraan pemilihan yang resmi sehingga menghalang-halangi diktator Rojas 
Pinilla berkuasa lebih lama lagi. Mula-mula militer menolak bergerak menentang Rojas, tetapi 
sementara  itu  meningkatnya  kekerasan  telah  mendorong  pihak  gereja  dan  kemudian  dan 
kemudian angkatan bersenjata untuk memihak golongan mahasiswa. Ketika peristiwa itu terjadi, 
kedudukan Rojas jatuh. Apabila golongan militer secara tegas memihak atau tetap menunjukan 
kesetiaan kepada pemerintah, kegiatan pembangkangan yang dilakukan mahasiswa tidak akan 
mengancam eksistensi pemerintah (Samuel P. Huntington, 2004:252-253).   
 f.        Hasil Yang Dicapai Gerakan Mahasiswa
Mahasiswa  dapat  diharapkan  tetap  sebagai  kelompok  yang  relevan  secara  politik, 
khususnya jika pertumbuhan politik lambat atau tidak ada. Dengan berkerjasama dengan para 
buruh atau suatu fraksi militer, mereka dapat melakukan peran penting dalm mendirikan atau 
menggulingkan pemerintah ( Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown,1992: 332 )
Sebagai kaum intelektual, mahasisiawa berpeluang untuk berada pada posisi terdepan 
dalam  proses  perubahan  masarakat.  Mahasiswa  kini  dan  sampai  kapan  pun  akan  diterima 
masyarakat  sebagai  kelompok  pembaharu  kehidupan  masyarakat,  itulah  gerakan  mahasiswa 
dianggap sebagai bagian dari gerakan moral (Arbi Sanit, 1999:10). 
Berhasilnya suatu gerakan mahasiswa ditunjukkan oleh tuntutan-tuntutan yang dipenuhi 
oleh  penguasa,  diantaranya  adalah:  1)  Perubahan  pada  undang-undang  dasar  dan  peraturan 
pemerintah  menjadi  lebih  demokratis;  2)  Penghapusan  peran  militer  dalam  kancah  politik 
menuju profesionalitas militer dalam bidang pertahanan dan keamanan negara; 3) Desentralisasi 
kekuasaan  pada  daerah-daerah;  4)  Penegakan  supremasi  hukum;  5)  Perbaikan  pada  bidang 
ekonomi;  dan  6)  Penerapan  demokrasi  yang  rasional  dan  egaliter  melalui  pemilu  yang 
demokratis. (Haryo Setyoko, 2001 : 344). Gerakan mahasiswa tidak hanya berhasil memancing 
suasana yang memungkinkan terjadinya perpindahan kekuasaan atau pergantian sebuah rezim, 
tetapi juga menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik. (Eep Saifullah 
Fatah, 2002 : 49).
Terdapat fase-fase hasil yang dicapai oleh gerakan mahasiswa, antara lain:    1) Gerakan 
mahasiswa  bersama  rakyat  mampu  mencapai  kemerdekaan  dari  pemerintah  kolonial;  2) 
Gerakan mahasiswa dengan kekuatan angkatan bersenjata menjalin partnership menggulingkan 
pemerintah  yang  berkuasa;  3)  Gerakan  mahasiswa  terlibat  pembagian  kekuasaan  dengan 
penguasa baru; 4) Gerakan mahasiswa bersama pemerintah mewujudkan stabilitas nasional; 5) 
Gerakan mahasiswa mengkritisi kebijakan pemerintah yang sarat dengan korupsi,  kolusi dan 
nepotisme; 6) Gerakan mahasiswa menuntut penguasa untuk mundur dari kepemimpinannya; 
dan 7) Gerakan mahasiswa menuntut sebuah pemerintahan yang bersih sesuai dengan aspirasi 
rakyat melalui pemilu dan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (Tarbawi, 2002 : 
48). 
Hasil  yang  dicapai  oleh  gerakan  mahasiswa  sesungguhnya  sangat  kecil.  Gerakan 
mahasiswa  dalam  gerakan-gerakan  revolusioner  tidak  lebih  sebagai  katalisator.  Kesadaran 
mahasiswa sebenarnya baru sebatas seruan tuntutan perubahan, sama sekali belum sampai pada 
mewujudkan paradigma politik yang baru. Untuk mewujudkan paradigma ini penggarisan atas 
dasar  umur,  status  kemahasiswaan,  kekuatan  moral  dan  kontrol,  tidaklah  memadai,  artinya 
dalam suatu rekayasa besar perubahan politik,  sangat berlebihan jika meletakkan mahasiswa 
dalam peran yang sangat menentukan (Arief Budiman, 1999 : 33). Bahkan gerakan mahasiswa 
kadang justru mengakibatkan instabilitas  pemerintahan,  pada saat  pemerintah dipegang oleh 
golongan  intelektual  yang  masih  terasing  sehingga  mahasiswa  dianggap  sebagai  pembuat 




2.      Perubahan Politik
 
a.      Pengertian  Perubahan Politik
Perubahan politik secara umum merupakan hal yang alamiah. Setiap obyek di dunia ini 
tidak  dapat  mempertahankan  keabadiannya,  demikian  juga  dengan  politik  tidak  bisa 
menghindarkan diri dari perubahan. Perubahan dalam bidang politik disebut perubahan politik 
(Sudijono Sastroatmojo, 1995:255).
 Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  (1990:  981)  dijelaskan  pengerian  perubahan 
adalah: 1) Hal (keadaan) berubah, peralihan, perubahan; 2) perubahan aktiva tetap yang tidak 
menambah  jasanya.  Pengertian  politik  menurut  David  Eastorn  (1989:  52)  adalah  segenap 
interaksi yang menimbulkan pembagian yang berwibawa, maksudnya yaitu kewibawaan dan 
kekuasaan yang mampu mengatur dan mengendalikan masyarakat. 
Deliar Noer (1989: 35) memberikan pengertian bahwa  politik berkenaan dengan dua hal 
yaitu  kekuasaan  dan  susunan  masyarakat.  Kekuasaan  adalah  hal  penting  dalam 
mempertahankan  negara,  tetapi  kekuassaan  tersebut  harus  mampu  memperbaiki  situasi  dan 
kondisi  masyarakat.  Pengertian  lebih  luas  mengenai  pengertian  politik  dikemukakan  oleh 
Miriam Budiarjo  (1992:  8)  politik  merupakan hal-hal  yang berhubungan dengan fenomena-
fenomena dari negara seperti tentang kekuasaan negara, mempengaruhi negara, hubungan warga 
negara dengan negara, hubungan negara dengan negara. Politik merupakan bermacam-macam 
kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu 
dan melaksanakan tujuan itu.
Menurut Sukarna (1981: 15) memberi arti politik sebagai seni dalam ilmu pemerintahan 
atau ilmu tentang negara yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu 
dengan  negara  dan  antar  negara.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  politik  adalah  kumpulan 
pendapat-pendapat,  prinsip-prinsip,  dan  lain-lain  yang  membentuk  satu-kesatuan  yang 
berhubung-hubungan satu sama yang lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan 
mempertahankan  kekuasaan  degan  cara  mengatur  hubungan  antara  individu-individu  atau 
kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. 
Perubahan  politik  menyangkut  persoalan-persoalan  sistem  nilai  politik,  struktur 
kekuasaan, serta strategi mengenai kebijakan umum yang berkenaan dengan dengan lingkungan 
masyarakat dan lingkungan alam yang mempengaruhi dan dipengaruhi sistem politik (Sudijono 
Sastroatmojo, 1995:235).
Perubahan politik adalah proses yang alami, yang berkaitan dengan kekuasaan negara 
sesuai dengan sifat dinamis manusia sebagai subjek politik. Perubahan dalam politik merupakan 
hal terjadi untuk memperbaiki proses berjalannya pengaturan intern negara atau antar negara 
sehingga terjadi  keseimbangan didalam sistem pemerintahan.  Perubahan politik  yang terjadi 
harus  mampu memperbaiki  aspek yang ada  didalam masyarakat  karena  politik  mempunyai 
peran strategis menjaga tata peraturan didalam hubungan pemerintah dengan rakyat.   
 
b.      Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Politik
Setiap sistem politik  mempunyai  kelebihan dan kelemahan,  sebagian inheren dengan 
sifat  manusia,  sebagian  memcerminkan  sifat  dan  tradisi  masyarakat.  Sebagian  bersifat 
struktural,  sebagian  bersifat  temporer  dan  minor,  sebagian  harga  kemajuan  karena  prestasi 
lembaga-lembaga dan praktek lama, sebagian sebagai konsekuensi dari keengganan merevisi 
prosedur  yang masih  lemah sebagai  hasil  dari  perkembangan luar  batas  masyarakat.  Setiap 
sistem politik bagaimanapun kekuatan dan kelemahannya juga mengalami perubahan, sebagian 
perubahan yang nyata-nyata dan sebagian perubahan yang sulit dipahami, sebagian berasal dari 
tindakan sengaja, sebagian berasal dari tindakan segan, sebagian dari kemajuan, sebagian dari 
kegagalan,  sebagian lainya dari kelapukan, sebagian berlangsung cepat, sebagian berlangsung 
lambat,  sebagian  dengan  kecepatan  yang  berbeda  seiring  pada  arah  serta  pada  waktu  yang 
berbeda pula (Robert F. Byrnes,  1992: 211-212).
Rafael Roga Maran (2001: 124-125) menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan 
politik berkaitan erat dengan perubahan internal dan eksternal sebagai dampak  interaksi antar 
kelompok sosial yang ada, pergantian aktor politik dan kepemimpinan suatu masyarakat, dan 
surutnya generasi tua dan munculnya generasi muda ke pentas politik. Semua hal diatas dapat 
menyebabkan terjadinya  perubahan politik.  Faktor  lain  yang dapat  menyebabkan perubahan 
politik sebagai berikut: diperkenalkanya teknologi baru, perdagangan atau peperangan, kudeta 
istana, perubahan dinasti, tampilnya raja yang kompeten dan yang tidak kompeten, munculnya 
pemimpin  yang  kharismatik,  adnya  gerakan  kultural  dan  intelektual,  dan  pasang  surutnya 
kelompok-kelompok  sosial  tertentu,  termasuk  para  elit  yang  mempunyai  kepentingan  yang 
berbeda.
Latar  belakang  yang  menyebabkan  terjadinya  gerakan  yang  mengarah  terjadinya 
gerakan politik adalah: 1) Kondisi yang memberikan kesempatan  “political oportunity”  bagi 
terjadinya suatu gerakan dimana pemerintah yang moderat cenderung memberikan kesempatan 
yang lebih luas terhadap terjadinya suatu gerakan; 2) Meluasnya ketidakpuasan atas kondisi 
yang ada, misalnya perubahan yang drastis dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern 
yang berakibat meluasnya kesenjangan ekonomi, krisis identitas, dan adanya pihak yang merasa 
dirugikan  atas  perubahan  tersebut;  3)  Kemampuan  tokoh  penggerak  perubahan  “Leaderhip 
Capability”  yaitu kemampuan tokoh penggerak untuk memberikan inspirasi, dan kemampuan 
membuat  jaringan  yang  menyebabkan  sekelompok  orang  termotivasi  untuk  terlibat  dalam 
kegiatan tersebut ( WWW.Republika. Co. Id ). 
 
c.       Jenis dan Bentuk Perubahan Politik
Perubahan politik dapat dilihat dalam tiga bentuk yaitu perubahan politik yang terjadi 
secara keseluruhan, perubahan yang terjadi alam sistem politik, dan perubahan yang disebabkan 
berbagai kebijakan (Sudijono Sastroatmojo, 1995:236) 
 Menurut Rafael Roga Maran (2001:129) terdapat dua macam perubahan politik yaitu 
perubahan  poltik  rutin  dan  perubahan  politik  yang  nonrutin  atau  disruptif.  Dan  dibuat 
pembedaan tipe-tipe perubahan politik yang secara lebih rinci sebagai berikut:
1. Perubahan yang terjadi secara gradual dan perubahan yang terjadi secara mendadak 
2. Perubahan besar dan perubahan kecil. 
3. Perubahan yang terjadi dengan kekerasan dan perubahan yang terjadi dengan damai. 
Perubahan  politik  dapat  disebut  bertambah  atau  berkurangnya  gejala-gejala  politik 
tertentu  dan  dapat  dibedakan  dalam  tiga  pengertian:  1)  Perkembangan  poitik  (modernisasi 
politik)  yaitu  bertambahnya  gejala-gejala  politik  tertentu;  2)  kemerosotan  politik  (regresi 
politik) yaitu berkurangnya gejala-gejala politik tertentu; 3) kemacetan politik: suatu keadaan 
dimana  gejala-gejala  politik  tertentu  tidak  berambah  dan  tidak  berkurang  (Hoogerwerf, 
1986:257).
 
d.      Proses Perubahan Politik
Perubahan politik bisa terjadi secara rutin, bisa juga diikuti dengan kekeacauan sosial 
yang bersifat total. Rezim-rezim demokratis telah menetapkan ketentuan-ketentuan, baik  bagi 
perubahan pemerintah maupun perubahan bagi perubahan rezim. Perubahan di Amerika Serikat 
dan  Inggris  misalnya,  terjadi  secara  teratur  tanpa  kekacauan.  Kapan saja  pemerintah  gagal 
memelihara kepercayaan parlemen, ia diwajibkan untuk mundur atau mengusulkan diadakannya 
pemilihan umum baru. Di Amerika Serikat, perubahan norma-norma rezim dihasilkan melalui 
amandemen  konstitusional.  Sistem  politik  Amerika  Serikat  memeiliki  kemungkinan-
kemungkinan  perubahan-perubahan  yang  dilembagakan.  Di  negara-negara  lain,  perubahan 
politik  seringkali  mengambil  bentuk-bentuk  kekerasan.  Berbagai  studi  menunjukan  bahwa 
kekerasan  paling  sering  muncul  ketika  terjadi  tindakan  represif  dari  pemerintah  dan  secara 
relatif  terdapat  sedikit  partisispasi  politik  seperti  voting.  Studi-studi  lain  menunjukan  cara 
perubahan politik yang terjadi dalam suatu masyarakat yang berkaitan dengan segmen-segmen 
suatu  masyarakat  yang  mencari  perubahan.  Apabila  para  anggota  yang  terampil  dan 
berpendidikan tinggi dari anggota masyarakat yang mengusahakan perubahan politik, tindakan 
dapat  dilakukan  secara  terorganisir  dan  intensif.  Orang-orang  semacam  ini  mempunyai 
keterampilan  intelektual  dan organisasional  untuk  memprakarsai  tindakan kolektif  langsung. 
Apabila  perubahan diusahakan oleh  orang-orang yang kurang terampil  dan  kurang terdidik, 
usaha-usaha mereka lebih bersifat  spontan dan tidak terorganisir,  melibatkan sejumlah besar 
orang, tetapi dengan intensitasnya rendah. (Rafael Roga Maran, 2001: 118-119).   
Masalah-masalah perkembangan, kemacetan, dan kemerosotan politik menyangkut arah 
dari  perubahan  politik.  Dan  masalah  cara  perubahan  politik  menyangkut  kemantapan  dan 
ketidakmantapan politik. Aspek yang menentukan kemantapan dan ketidakmantapan perubahan 
politik  yaitu  tempo,  intensitas,  dan  sifat  yang  dengan  kekerasan  atau  tanpa  kekerasan. 
Perubahan politik  yang yang relatif  mantab  berjalan  relatif  lambat,  tidak  radikal,  dan  tidak 
disertai dengan kekerasan. Revolusi politik dapat digambarkan sebagai perubahan yang radikal, 
cepat dan penggunaan atau ancaman kekerasan dalam suatau sistem politik dan bila perlu juga 
dalam sektor-sektor lain di dalam masyarakat (Hoogerwerf, 1986: 261). 
 
e.      Hasil Perubahan Politik
Perubahan politik yang berbentuk perubahan sistem politik secara keseluruhan biasanya 
bersifat  radikal  dan  dicapai  dengan revolusi.  Perubahan politik  berarti  terjadinya  perubahan 
sistem nilai politik, struktur kekuasaan, dan strategi kebijakan. Perubahan yang terjadi dalam 
sistem politik menyebabkan terjadinya sejumlah modifikasi dalam ketiga elemen sistem politik. 
Bentuk  perubahan ini  biasanya  terjadi  dalam suasana  damai  dengan tetap  berpegang dalam 
sistem nilai  politik,  struktur  kekuasaan,  dan  strategi  kebijakan  yang  dilakukan  sebelumnya. 
Perubahan dalam bentuk ini merupakan wujud dinamika isi dari ketiga elemen politik. Dampak 
perubahan yang terjadi karena dampak kebijakan umum yaitu apakah kebijakan umum tersebut 
apakah  menaikan  kondisi  dan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  lingkungan  fisik  yang 
melingkupinya  atau  tidak.  Bentuk  perubahan  semacam  ini  berhubungan  dengan  strategi 
pembangunan politik yang dianut (Sudijono Sastroatmojo, 1995: 236-237)   
 
 
B.     Kerangka Berfikir
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dan Tugas Mahasiswa 
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Mahasiswa merupaka sosok penting dalam masa pergerakan nasional sebelum proklamasi. 
Pasca proklamasi mahasiswa tersebut memperoleh kedudukan strategis dalam pemerintahan dalam 
usaha mengisi  dan  melanjutkan  pembangunan.  Mahasiswa yang mengisi  dan menjalankan roda 
pemerintahan ini yang kemudian disebut dengan Orde Lama, yang memerintah di Indonesia sampai 
tahun 1965. 
Dalam perjalanan politik setelah menduduki kursi pemerintahan mahasiswa yang berjuang 
pada  masa  revolusi  tahun  1945  semakin  menunjukan  penyimpangan  dari  tujuan  yang  telah 
ditetapkan sesuai  tujuan  proklamasi.  Pramudya  Ananta  Toer  (  1954:  178 )  menegaskan  bahwa 
setelah proklamasi kemerdekaan situasi  setelah kemerdekaan semakin menunjukan kemunduran. 
Perjalanan Revolusi  Indonesia  menunjukan bahwa para indolog ,  para  pemimpin revolusi  tidak 
Pemerintah Orde Lama
serevolusioner  ajarannya  sendiri,  mereka  tertinggal  jauh  dari  krisis  revolusioner  yang  terjadi. 
Revolusi tidak menghasilkan apa-apa selain kondisi lama diganti situasi baru. 
Para  pemimpin  yang  menjadi  tumpuan  pembagunan  ini  telah  melupakan  dengan  terus 
mengutamakan kepentingan golongan partainya masing-masing. Puncak penyelewengan itu terjadi 
pada tanggal 17 Agustus 1959 ketika di berlakukannya konsepsi demokrasi terpimpin yang jelas 
tidak sesuai dengan konsep awal demokrasi yang direncanakan.Penyimpangan yang terjadi semakin 
mempersulit kondisi rakyat Indonesia secara umum.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  organisasi-organisasi  yang  berafiliasi  dengan  partai 
politiklah  yang  banyak  meramaikan  panggung  poitik.  Mereka  berlomba-lomba  dengan  adu 
program, untuk mendapatkan massa yang besar. Pertarungan politik semakin ramai ketika Presiden 
Sukarno terlampau memanjakan PKI. 
Mahasiswa sebagai golongan yang mempunyai tingkat menyikapi kondisi ini secara kritis. 
Hal  ini  ditunjukan  dengan  gelombang  protes  yang  dilakukan  mahasiswa  melalui  media  massa 
maupun demonstrasi termasuk didalamnya ada seorang tokoh yang cukup berpengaruh yaitu Soe 
Hok Gie. Soe Hok Gie adalah salah satu tokoh penting mahasiswa Soe Hok Gie adalah satu tokoh 
kunci  dalam munculnya  angkatan ’66.  Sebuah angkatan dalam sejarah gerakan kaum terpelajar 
muda di Indonesia yang mempunyai arti penting. Soe Hok Gie sebagai bagian gelombang gerakan 
mahasiswa  pada  masa  tersebut  banyak  melakukan  kegiatan  sesuai  dengan  fungsi  dan  peran 
mahasiswa melaui tulisan yang diterbitkan melalui media massa maupun aksi massa (Stenley- Aris 
Santoso,1995: 1).  
Melihat  kondisi  seperti  ini  gerakan  mahasiswa  memperoleh  perhatian  dengan  usaha 
memperesempit  ruang  gerakdengan  sistem  politik  yang  dibuat  dan  dikembangkan  Presiden 
Sukarno. Mahasiswa sebagai agen perubahan justru semakin menunjukan peningkatan intensitas 
gerakannya  untuk  segera  dilakukan  perubahan.  Mahasiswa  yang  tergabung  dalam  organisasi 
mahasiswa  mulai  menyatukan  kekuatan.  Setelah  terjadinya  kudeta  yang  dilakukan  PKI  maka 
semakin  menurun  citra  Sukarno.  Gerakan  mahasiswa  (di  dalamnya  termasuk  Soe  Hok  Gie) 
mempeoleh dukungan tentara dan partai politik yang menpunyai kesamaan kepentingan, tersebut 
terus bergerak dan pertengahan 1966 ahirnya mampu menurunkan Orde Lama. 
Kejatuhan  Orde  Lama  dan  berdirinya  Orde  Baru  menunjukan  gerakan  mahasiswa 
mempunyai  peran yang  perlu  diperhatikan secara politik.  Dalam perjalanan awal  pemerintahan 
Orde  Baru  mahasiswa  memperoleh  peran  strategis  bahkan  sebagian  mahasiswa  duduk  dalam 
lembaga  pemerintahan.  Kondisi  semacam  ini  sebenarnya  telah  menempatkan  mahasiswa  pada 
posisi yang tidak pada peran, fungsi dan tugasnya. Mahasiswa seharusnya pada perannya sebagai 
agen  sosial  yang  berfungi  memberi  kontrol  atas  segala  kebijakan  pemerintah  apakah  berpihak 
kepada rakyat,  bukan sebagai agen politik yang harus selalu turut dalam kebijakan yang dibuat 
pemerintah.  Namun,  sebagian  mahasiswa  tetap  bertahan  dengan  idealismenya,  hal  ini  yang 
menyebabkan  gerakan  mahasiswa  pecah  menjadi  dua  mennurut  pandangan  masing-
masing.mahasiswa  harus  kembali  pada  tugas  utamanya  yaitu  belajar  dan  meneruskan  studinya 
untuk  mempersiapkan diri  menjadi  sebelum benar-benar  siap  menjadi  anggota  masyarakat  atau 
bagian dari pemerintahan.
Kodisi  ini  menimbulkan  keprihatinan  pada  diri  Soe  Hok  Gie,  sebagai  mahasiswa  yang 
berusaha mempertahankan idealismenya. Soe Hok Gie terus berusaha melaksanakan tugas, fungsi 
dan perannya sebagi mahasiswa. Soe Hok Gie tetap berusaha melakukan kritik pada pemerintah 
maupun  pergeseran  fungsi  dan  peran  mahasiswa.  Kondisi  inilah  yang  membuat  Soe  Hok  Gie 
diasingkan  sebagian  mahasiswa  yang  setuju  atas  tejunnya  kekancah  politik.  Untuk  mengisi 
kekosongan  waktu  Bersama  teman-teman  Mapala  Soe  Hok  Gie  menghabiskan  waktu  dengan 





















A.    Tempat dan Waktu Penelitian
1.      Tempat Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “  Peranan Soe 
Hok Gie dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia 1960-1968 “. dilaksanakan di Kota Surakarta. 
Adapun  perpustakaan  dan  instansi  terkait  yang  digunakan  sebagai  tempat  mencari  data  dalam 
penelitian ini, yaitu :
1.      Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta
2.      Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta 
3.      Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta
4.      Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.
5.      Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6.      Perpustakaan Universitas Muhamadiyah Surakarta.
7.      Perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta..
8.      Perpustakaan Mahasiswa Surakarta.
9.      Arsip Nasional Republik Indonesia.
 
2.      Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini, waktu yang direncanakan adalah selama 10 bulan yaitu bulan Desember 2005 
sampai bulan Oktober 2006.
 B.     Bentuk dan Strategi Penelitian
 Bentuk  penelitian  ini  adalah  penelitian  historis,  sehingga  penelitian  ini  menggunakan 
strategi atau metode historis. Pemilihan metode historis didasarkan pada pokok permasalahan yang 
dikaji yaitu peristiwa sejarah di masa lampau, untuk direkontruksikan menjadi kisah sejarah melalui 
langkah atau metode historis.
Metode berasal dari kata Yunani yaitu methodos, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan 
dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat 
memahami  obyek  yang  menjadi  sasaran  ilmu  yang  bersangkutan  (Fuad  Hassan  dan 
Koentjaraningrat, 1977 : 7). Sedangkan Dudung Abdurahman (1999: 43) memberikan pengertian 
“metode  berarti  cara,  jalan,  atau  petunjuk  pelaksanaan  atau  petunjuk  teknis”.  Kartini  Kartono 
(1976  :  31)  mengatakan,  “metode  berasal  dari  kata  Yunani  methodos  yaitu  jalan  sampai  pada 
penelitian, berasal dari kata meta dan hodos yang berarti jalan, cara-cara berpikir dan berbuat, yang 
dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan.
Penelitian  menurut  Florence  M.A.  Hilbish  dalam  Dudung  Abudurahman  (1999  :  43) 
adalah “penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu masalah, atau untuk menyokong atau 
menolak suatu teori”.  Sesuai dengan tujuannya,  penelitian merupakan usaha untuk menemukan, 
mengembangkan  dan  melakukan  verifikasi  terhadap  kebenaran  suatu  peristiwa  atau  suatu 
pengetahuan dengan mempergunakan metode-metode ilmiah (Kartini Kartono, 1976 : 30-31, Hadari 
Nawawi, 1998 : 24).
Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha merekonstruksikan peranan Soe Hok 
Gie  dalam gerakan mahasiswa 1960-1968.  Mengingat  peristiwa yang menjadi  pokok penelitian 
adalah peristiwa masa lampau, maka metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode historis. 
Tujuan dari  penelitian  dengan metode  sejarah  yaitu  membuat  rekonstruksi  masa  lampau secara 
sistematis  dan  obyektif  dengan  cara  mengumpulkan,  mengevaluasi,  memverifikasikan  dan 
mensistesiskan  bukti-bukti  untuk  menegakkan  fakta  dan  memperoleh  kesimpulan  yang  kuat 
(Sumadi Suryabrata, 2000 : 16, Husaini Usman dan Pramono S.A., 2000 : 4).
Metode  sejarah  adalah  proses  menguji  dan  menganalisa  secara  kritis  rekaman  dan 
peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985: 32). Pengertian yang lebih khusus diungkapkan oleh 
Gilbert  J.  Garraghan  dalam Dudung  Abdurahman(1999  :  43)  bahwa  metode  penelitian  sejarah 
adalah  seperangkat  aturan  dan  prinsip  sistematis  untuk  mengumpulkan  sumber-sumber  sejarah 
secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam 
bentuk tertulis (1999 : 43).
Hadari Nawawi (1998 : 78-79) mengemukakan bahwa metode penelitian historis adalah 
prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan 
baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu dan terlepas 
dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu.
Menurut Gottschalk (1985 : 18), ada empat kegiatan pokok dalam menulis sejarah yaitu :
1.      Pengumpulan obyek yang berasal dari jaman itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, 
tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan.
2.      Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang tidak otentik).
3.      Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang otentik.
4.      Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi kisah atau penyajian yang berarti.
Menurut  Kuntowijoyo  (1995 :  89)  metode  sejarah  mempunyai  lima langkah  yaitu  :  (1) 
pemilihan topik, (2) heuristik adalah kegiatan mengumpulkan atau menghimpun jejak-jejak masa 
lampau, (3) kritik adalah  kegiatan menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati baik bentuk maupun 
isinya, (4) interpretasi adalah menerapkan makna saling hubungan dari fakta-fakta yang diperoleh, 
(5) penyajian atau historiografi adalah menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk tulisan 
atau kisah.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan mengumpulkan, menguji, menganalisis 
secara  kritis  mengenai  data  dan  peninggalan-peninggalan  masa  lampau  serta  usaha  untuk 
melakukan sintesis dan menyajikannya dalam bentuk kisah sejarah mengenai peranan Soe Hok Gie 
dalam gerakan mahasiswa 1960-1968.
 C.     Sumber Data
            Data sejarah adalah segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan 
tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia  pada  masa  lalu  (Helius  Sjamsudin,  1996 :  73). 
Menurut  Kartini  Kartono (1976 :  225)  data  historis  atau  data  sejarah  adalah  bahan keterangan 
mengenai proses perkembangan historis dari fenomena atau gejala sosial dalam perurutan temporal 
(mengandung  dimensi  waktu  yang  memberikan  stempel  pembentuk  hingga  terwujud  keadaan 
sekarang). Dengan demikian data sejarah merupakan bahan mentah (raw materials) yang mencakup 
segala  evidensi  atau bukti yang telah ditinggalkan oleh manusia untuk menunjukkan aktifitasnya 
pada masa lalu.
              Sumber data dalam penelitian historis dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1.      Peninggalan material antara lain berupa candi, pyramid, fosil, monumen-monumen, perhiasan, 
senjata, bangunan-bangunan tempat tinggal, peralatan atau perkakas kelengkapan kehidupan, 
benda-benda budaya, tempat-tempat keramat, dll.
2.      Peninggalan tertulis antara lain berupa prasasti, relief, dan tulisan (misalnya daun lontar), 
kitab-kitab, naskah perjanjian, arsip negara, dll.
3.      Peninggalan tidak tertulis atau budaya antara lain berupa : cerita rakyat/dongeng, adat 
istiadat/hukum, kepercayaan, dll (Hadari Nawawi, 1998 : 79-80).
            Sumadi Suryabrata (1998 : 17), berpendapat bahwa penelitian historis tergantung kepada 
dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer, 
yaitu peneliti  secara langsung melakukan observasi atau penyaksian yang dituliskan pada waktu 
peristiwa terjadi. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu peneliti  melaporkan hasil 
observasi orang lain yang satu kali atau lebih lepas dari aslinya. Di antara kedua sumber tersebut, 
sumber primer dipandang memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama dan diberi prioritas dalam 
pengumpulan data. Sedangkan Hadari Nawawi (1995 : 80) membagi sumber tertulis menjadi dua 
yaitu sumber tertulis primer dan sumber tertulis dengan alat mekanik menyaksikan peristiwa yang 
diceritakan (sumber autentik atau sumber langsung). Sedangkan sumber tertulis sekunder adalah 
sumber  yang  di  tulis  oleh  seseorang  yang  tidak  terlibat  atau  mengalami  peristiwa  sejarah  itu 
sendiri.   
Sumber  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  yang 
relevan dengan tema penelitian serta sumber data sekunder berupa baik buku-buku, artikel, laporan 
penelitian untuk menunjang penelitian ini. Sumber data primer berupa hasil tulisan pribadi Soe Hok 
Gie yang berupa  buku ini antara lain: (1) Zaman Peralihan (diterbitkan Yayasan Bentang Budaya 
tahun 1995); (2) Catatan Seorang Demonstran (diterbitkan LP3ES tahun 1984). Sumber lain berupa 
artikel yang diterbitkan waktu itu antara lain: (1) Surat kabar “Berita Yudha” 27 Oktober 1965; (2) 
Surat kabar “Berita Antara” 8, 13, 16, 17, 20, dan 22  Januari 1966; (3) Surat kabar “Sinar Harapan” 
29 Juli dan 25, 26, 27 Oktober 1966 (3) Surat kabar “Harian KAMI” 25 Juli 1966, 26 Oktober, dan 
3 Oktober 1966. Sumber primer berupa arsip dan dakumen yang dikeluarkan pemerintah antara 
lain: (1) Surat keputusan Presiden R.I. No 1/ 3/ 1966 tentang pembubaran PKI; (2) Pengumuman 
presiden R.I. No. 5 tentang pengamanan para menteri: (3) Ketetapan MPRS No. 1/ MPRS/ 1960, 
No. III/ MPRS/ 1963, No. IX/ MPRS/ 1966, No. XV/ MPRS/ 1966, No. XXV/ MPRS/ 1966, No. 
XVIII/ MPRS/ 1966, No. XIII/MPRS/ 1966, No. XXXIII/ MPPRS/ 1966. Sumber berupa foto-foto  
yang  berkaitan  dengan  gerakan  mahasiswa  periode  tersebut  antara  lain  foto  demonstrasi  yang 
dilakukan mahasiswa, kegiatan parnership mahasiswa (KAMI) dengan ABRI dan foto pertemuan 
mahasiswa dengan presiden Sukarno.
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa buku-buku 
yang mendukung antara lain: (1) Angkatan 66 sebuah Catatan Harian, karangan Yozar Anwar, (2) 
Pergulatan Intelektual Melawan Tirani, karangan John Maxwell, (3) Sebelum Prahara : Pergolakan 
Politik Indonesia 1961 – 1965, karangan Rosihan Anwar, (4) Politik Militer Indonesia 1945-1967, 
karangan  Ulf  Sundhausen,  (5)  Soekarno-Militer  Dalam Demokrasi  Terpimpin,  karangan  Feith, 
Herbert,  (6)  30  Tahun  Indonesia  Merdeka,  (7)  Sejarah  Nasional  Indonesia,  karangan  Marwati 
Djoened dan Nugroho Notosusanto, (8) Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai karya Soegiarso 
Suroso  .  Sumber  lain  berupa  film yang  dapat  dijadikan  sumber  pembanding  yaitu  film “  Gie 
produksi Miles production dan di sutradarai Riri Reza.
 
D.    Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  adalah  prosedur  yang sistematik  dan  standar  untuk  memperoleh  data 
yang  diperlukan.  Moch.  Nazir  (1988  :  211),  berpendapat  bahwa  selalu  ada  hubungan  antara 
mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan 
mempengaruhi metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
studi  pustaka  atau  riset  kepustakaan.  Riset  kepustakaan  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  di 
perpustakaan  di  mana  obyek  penelitian  biasanya  digali  lewat  beragam  informasi  kepustakaan 
seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen (Mestika Zed, 2004 : 89). Ada 
beberapa keuntungan dengan menggunakan teknik kepustakaan yaitu untuk membantu memperoleh 
Pengetahuan  Ilmiah  yang  dekat  dengan  gejala  yang  dipelajari,  memberikan  pengertian  dalam 
menyusun  persoalan  yang  tepat,  mempertajam perasaan  dalam meneliti,  membuat  analisis,  dan 
membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah (Koentjaraningrat, 1971 : 105). 
Adapun teknik studi pustaka dilaksanakan dengan sistem katalog,  hal  ini  sejalan dengan 
pendapat  Louis  Gottchalk  (1986 :46)  bahwa “laboratorium penelitian  yang  lazim bagi  seorang 
sejarawan adalah  perpustakaan dan alat  yang paling  bermanfaat  bagi  seorang sejarawan adalah 
Katalogus”. 
Mengenai  katalogus  perpustakaan,  biasanya  terkandung keterangan mengenai  pengarang, 
karena itu jika seorang mengingat beberapa kata kunci (key words) yang terdapat di dalam subyek 
yang dibahasnya, boleh jadi peneliti dapat menemukan buku atau artikel yang dimasukkan ke dalam 
katalogus di bawah salah satu di antara kata-kata kunci. Tiap subyek sejarah mengandung beberapa 
indikasi mengenai orang, tempat, periode, dan jenis jabatan manusia yang bersangkutan. Dengan 
demikian maka peneliti dapat menghitung empat perangkat judul yang dapat  dipergunakan untuk 
mencari judul buku maupun pengarang yang relevan di dalam katalog (Louis Gottchalk, 1985 : 
187). Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut : 1) Pencarian 
dan  pengumpulan  arsip  dilaksanakan  di  Arsip  Nasional  Jakarta.  Arsip  yang  dimaksud  adalah 
dokumen dialog Presiden Soekarno dengan mahasiswa di Istana Bogor dan dokumen pengumuman 
penyerahan  kekuasaan  Presiden  Soekarno  kepada  pengemban  Tap  MPRS/IX/1966;  dan  2) 
Penggalian terhadap bahan-bahan pustaka lainnya seperti buku, majalah dan koran yang dilakukan 
di  beberapa  perpustakaan.  Melalui  penelusuran  ke  berbagai  perpustakaan,  diperoleh  data,  baik 
primer ataupun sekunder terutama di Perpustakaan Nasional Jakarta. Sumber-sumber primer yang 
digunakan  dalam  penelitian  ini  banyak  menggunakan  surat  kabar  seperti  Berita  Antara,  Sinar 
Harapan, Berita Yudha, Kompas, Suluh Indonesia, Harian Angkatan Bersenjata, dan Harian KAMI. 
Sumber-sumber sekunder ditemukan di berbagai perpustakaan, seperti tulisan Soe Hok Gie, Yozar 
Anwar, Abdul Gafur dan Christianto Wibisono yang sekaligus menjadi pelaku sejarah, terdapat pula 
penulis asing John Maxwell. 
 E.     Teknik Analisis Data
Penelitian ini  menggunakan analisis  data historis  yaitu suatu analisis  yang menggunakan 
ketajaman  dalam melaksanakan  kririk  dan  interpretasi  data  sejarah.  Menurut  Helius  Sjamsudin 
(1996 :  89),  teknik  analisis  data  historis  adalah  analisis  data  sejarah  yang menggunakan kritik 
sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah. 
Data sejarah kadang mengandung beberapa sebab yang membantu mencapai hasil dalam 
berbagai  bentuknya.  Analisis  data  merupakan  langkah  untuk  mencari  dan  merancang  secara 
sistematis semua data yang terkumpul agar peneliti memahami maknanya sehingga dapat disajikan 
dan dipahami oleh orang lain dengan jelas. Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti ini 
adalah  teknik  analisis  data  historis.  Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  dilakukan  dengan 
mengklasifikasikan sumber  data  yang telah terkumpul,  apakah sumber  data  tersebut  merupakan 
sumber  data  primer  atau  sumber  data  sekunder.  Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  kritik 
sumber  baik  secara  ekstern  maupun  intern  guna  memperoleh  keaslian  sumber  (otentisitas)  dan 
kesahihan sumber (kredibilitas). (Dudung Abdurrahman, 1999 : 58).
Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang 
dilakukan melalui kritik ekstern.  Dalam melakukan kritik intern,  ditemukan sumber yang isinya 
sesuai  dengan  materi  penelitian.  Di  samping  itu  juga  mencari  hubungan  isi  sumber.  Untuk 
keyakinan itu dilakukan dengan membandingkan sumber satu dengan sumber yang lain, misalnya 
isi arsip dengan isi surat kabar atau dengan buku. Setelah terpilih maka dilakukan kritik ekstern 
untuk mengetahui sumber tersebut asli atau tidak. Hal itu dilakukan dengan melihat: tahun dibuat 
(arsip), tahun terbit (surat kabar), pengarang, ejaan, kertas dan lain-kain. 
Menyangkut kritik intern untuk sumber primer berupa surat  kabar, uraian berita kadang-
kadang  pernyataannya  tidak  sesuai  dengan  kenyataan,  sehingga  kekeliruan  sering  terjadi.  Surat 
kabar  mencerminkan  sentimen  lokal  dan  regional  dalam  politik  atau  masalah  lain.  (Dudung 
Abdurrahman, 1999 : 62).    
Dalam proses  interpretasi,  penelitian  diusahakan mencapai  pengertian  faktor-faktor  yang 
menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Data yang telah diseleksi tersebut kemudian ditafsirkan 




F.      Prosedur Penelitian
    Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian, mulai pengumpulan data 
hingga penyusunan laporan. Menurut Louis Gottschalk (1986 : 17), prosedur penelitian dalam 
metode sejarah terdiri dari empat kegiatan yaitu mengumpulkan jejak-jejak masa lampau atau 
heuristik, meneliti jejak masa lampau tersebut atau kritik, menafsirkan peristiwa masa lampau atau 
interpretasi dan menyampaikan hasil rekonstruksi masa lampau menjadi kisah sejarah atau 
historiografi. Dalam penelitian ini digunakan metode historis yang meliputi empat tahap. Prosedur 






1.      Heuristik
Heuristik  berasal  dari  bahasa  Yunani  yang berarti  mencari  baru  menemukan,  heuristic 
berarti menghimpun jejak masa lalu dan mencari sumber-sumber. Tahap heuristic adalah mencari 
atau mengumpulkan sumber-sumber dan bukti-bukti yang relevan dengan tema penelitian. Jejak-
jejak sejarah sebagai peristiwa merupakan sumber bagi penulisan sejarah. Dari berbagai jejak-jejak 
sejarah yang berhasil  dikumpulkan,  diperlukan adanya pengklasifikasian sumber sejarah, hal  ini 
dilakukan agar peneliti tidak mengalami kesulitan.
Sumber sejarah yang relevan dengan penelitian ini adalah sumber sejarah yang mengarah 
ke bagian aktivitas mahasiswa antara tahun 1960-1968 khususnya yang diikuti oleh Soe Hok Gie. 
Peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber data yang berupa buku-buku literatur, arsip dan 




majalah dengan mengunjungi Arsip Nasional di Jakarta pada saat kegiatan Kuliah Kerja Lapangan 
III Program Studi Pendidikan Sejarah Semester VI yang peneliti ikuti, mengunjungi perpustakaan-
perpustakaan seperti di dalam lingkungan UNS seperti perpustakaan Program Pendidikan Sejarah 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS Surakarta,  perpusatakaan Fakultas  Keguruan dan 
Ilmu  Pendidikan  UNS  Surakarta,  Perpustakaan  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  UNS  Surakarta, 
perpustakaan  LPPM,  perpustakaan  Program  Pasca  Sarjana,  perpustakaan  UNS  dan  di  luar 
lingkungan UNS seperti perpustakaan Monumen Pers, Perpustakaan Mahasiswa Surakarta, UMS 
Surakarta, UNY Yogyakarta.
 2.      Kritik
Setelah  sumber  terkumpul,  tahap  berikutnya  yaitu  langkah  verifikasi  atau  kritik  guna 
memperoleh keabsahan sumber. Keabsahan sumber dicari melalui pengujian mengenai kebenaran 
atau  ketepatan  (akurat)  sumber.  (Helius  Syamsudin,  1994  :  103).  Kritik  terhadap  sumber  data 
sejarah  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  kritik  ekstern  dan  kritik  intern.  Kritik  ekstern  dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi bentuk sumber data tertulis berupa buku-buku literatur, 
majalah,  arsip  dan  surat  kabar.  Berbagai  bentuk  sumber  data  tersebut  dikelompokkan  menjadi 
sumber data tertulis primer dan sekunder. Aspek fisik sumber data tersebut diidentifikasi meliputi 
pengarang,  tahun  dan  tempat  penulisan,  orisinalitas  penulisan  apakah  ditulis  oleh  pengarang 
tersebut atau tidak.
Kritik  intern  berhubungan dengan kredibilitas  dan  reliabilitas  isi  dari  sumber  sejarah. 
Kritik intern dalam penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi gaya, tata bahasa dan ide yang 
digunakan  oleh  penulis  sumber  data,  situasi  saat  penulisan  dan  tujuan  dalam  mengemukakan 
peristiwa berkaitan dengan tema penelian. Kemudian isi dan pernyataan penulis sumber data yang 
satu dibandingkan dengan isi dan pernyataan penulis sumber data tertulis yang lain. Hasil dari kritik 
sumber data sejarah adalah fakta.
Kritik  ekstern dilakukan melalui  beberapa langkah,  yaitu dengan melakukan pengujian 
fisik,  misalnya  tulisan,  kertas,  tanggal  dan  tahun  terbit  pada  surat  kabar  Harian  KAMI,  Sinar 
Harapan, Berita Yudha, dan Berita Antara juga karya-karya asli dari Soe Hok Gie berupa buku dan 
artikel  yang  telah  dibukukan  seperti  buku  Zaman  Peralihan  dan  Catatan  Seorang  Demonstran 
menunjukkan  keaslian  sebagai  sumber  primer.  Sedangkan  pada  tahap  kritik  intern  yaitu 
memperhatikan dan memastikan kebenaran isi sumber dengan membaca buku-buku karangan John 
Maxwell, Yozar Anwar dan Christian Wibisono, serta  sumber surat kabar Sinar Harapan, Berita 
Yudha, dan Harian KAMI yang terbit pada waktu peristiwa sejarah tersebut terjadi. Langkah kedua 
yang  dilakukan  adalah  membandingkan  kesaksian  berbagai  sumber.  Pada  proses  penelitian  ini, 
mencoba membandingkan dan mencocokkan sumber data satu dengan sumber data yang lain, baik 
buku dengan buku yang lain, surat kabar dengan surat kabar yang lain ataupun buku dengan surat 
kabar. Kesimpulan menunjukkan bahwa isi tulisan dapat dipercaya. Dari kritik ekstern dan intern 
tersebut diperoleh sumber data yang valid.    
 3.      Interpretasi
Interpretasi  atau penafsiran sejarah disebut  juga dengan analisis  sejarah.  Analisis  sendiri 
berarti  menguraikan,  dan secara terminologis berbeda dengan sintesis  yang berarti  menyatukan. 
Namun analisis  dan sintesis  dipandang sebagai  metode utama dalam interpretasi  (Kuntowijoyo, 
1995 : 100). Di dalam proses interpretasi sejarah, penelitian harus berusaha mencapai pengertian 
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Oleh karena itu interpretasi dapat dilakukan 
dengan cara membandingkan data guna menyingkap peristiwa yang terjadi dalam waktu yang sama. 
Untuk mengetahui  sebab-sebab dalam peristiwa sejarah  memerlukan pengetahuan tentang masa 
lalu, sehingga dapat diketahui situasi pelaku, tindakan dan tempat peristiwa (Dudung Abdurrahman, 
1999 : 65). Dalam penelitian ini dilakukan kegiatan menyeleksi dan menafsirkan tulisan surat kabar 
dan buku dengan penentuan periodesasi, merangkaikan data secara berkesinambungan dan masuk 
akal, misalnya dengan merangkaikan periode sejarah dan menghubungkan sumber data sejarah yang 
ada pada buku tulisan Soe Hok Gie dengan buku tulisan John Maxwell juga dengan Surat Kabar 
Sinar Harapan hingga menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal melalui interpretasi. Dalam 
melakukan kegiatan interpretasi, penelitian ini harus berusaha bersikap obyektif yang disebabkan 
keanekaragaman data yang diperoleh.
 4.      Historiografi
Historiografi  adalah  cara  penulisan,  pemaparan  atau  pelaporan  hasil  penelitian  sejarah 
(Dudung  Abdurrahman,  1999:  67).  Menurut  Helius  Sjamsudin  (1992:  153)  dalam historiografi 
seorang penulis  tidak  hanya  menggunakan ketrampilan  teknis,  penggunaan kutipan-kutipan  dan 
catatan-catatan  tetapi  penulis  juga  dituntut  untuk  menggunakan  pikiran  kritis  dan  analisis. 
Interpretasi  yang  di  lakukan terhadap fakta  sejarah  dapat  menghasilkan  suatu  cerita  atau  kisah 
sejarah.  Serangkaian  kisah  sejarah  tersebut  disajikan  dalam  suatu  penulisan  atau  historiografi. 
Historiografi merupakan kegiataan menyampaikan hasil sintesa fakta-fakta yang diperoleh, dalam 
bentuk kisah sejarah. 
 Tahap  historiografi  merupakan  langkah  terakhir  dalam  metodologi  atau  prosedur 
penelitian  historis.  Dari  data-data  sejarah  yang  berhasil  dikumpulkan,  maka  peneliti  berusaha 
memaparkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  bahasa  ilmiah  beserta  argumentasi 
secara sistematis. Dalam penelitian ini, historiografi diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa 





A.     Latar Belakang yang Mempengaruhi Soe Hok Gie dalam Gerakan Mahasiswa 
1960-1966
 
1.      Latar belakang Kehidupan Soe Hok Gie
Soe Hok Gie lahir pada tanggal 17 Desember 1942 di daerah Kebon Jeruk Jakarta. Ayahnya 
bernama Soe Lie Piet atau Salam Sutrawan seorang penulis dan ibunya Ni Hoei An. Soe Hok Gie 
merupakan  anak  keempat  dari  lima  bersaudara  yang  sejak  kecil  Soe  Hok  Gie  mempunyai 
mempunyai kegemaran membaca, menulis dan memelihara binatang. Kegiatan menulis dilakukan 
dengan menulis catatan hariannya dan surat-menyurat dengan teman-temannya. Saudara laki-laki 
satu-satunya  adalah Soe Hok Djien atau Arief  Budiman yang juga merupakan pelopor  gerakan 
mahasiswa era 70`an (www. Intisari. Co. Id).
Pada umur lima tahun Soe Hok Gie masuk sekolah dasar  Sin Hwa scholl, sebuah sekolah 
khusus untuk keturunan Cina. Setelah menyelasaikan sekolah dasar, melanjutkan sekolah ke SMP 
Strada yang diasuh para Broeder Katolik, dan masuk ke sekolah menengah atas di SMA Kanisius 
Jakarta  sebuah  sekolah  yang  termasuk  terbaik  untuk  warga  Jakarta  yang  tidak  sembarangan 
menerima siswa. Sebagai seorang yang remaja di masa ini Soe Hok Gie melewatkan masa penuh 
kenangan, namun Soe Hok Gie tidak tenggelam dalam romantisme kenangan semacam itu. Soe hok 
Gie melawan perasaan itu dengan mengutip salah satu hafalannya yang berasal dari Injil:  let the 
dead be dead (yang mati biarlah tetap mati) (Soe Hok Gie, 1983 : 32). 
Semakin dewasa Soe Hok Gie semakin berani menentang ketidakadilan dan kesewenang-
wenangan, pernah pada suatu saat Soe Hok Gie berdebat dengan seorang guru SMP. Hal itu terjadi 
ketika  guru  tersebut  salah  menyebut  nama  pengarang  suatu  buku,  Soe  Hok  Gie  mencoba 
memberikan penjelasan mengenai hal itu namun guru tersebut justru memberikan keterangan untuk 
membenarkan  pendapatnya.  Dalam perdebatan  tersebut  timbul  pemikiran  dalam hatinya  bahwa 
guru tidaklah selalu yang paling benar maka juga harus bisa menerima kritik apabila melakukan 
kesalahan,  sebaiknya  murid  harus  selalu  selalu  menaggapi  suatu  masalah  dengan  kritis  (www. 
Intisari. Id).  
Pada saat duduk di SMP, Gie telah menjadi pembaca koran yang rajin. Di rumahnya di 
Kebon Jeruk sepanjang dasawarsa 1950-an selalu ada Keng Po, surat kabar yang berhati-hati dalam 
pemberitaannya, tetapi populer di kalangan Cina Indonesia (Kompas, 20 April 1968). Soe Hok Gie 
selalu membaca halaman-halaman koran yang berisi pandangan kritis dan lebih terbuka terhadap 
kebijakan pemerintah. Dua koran lain yang khusus dicari Soe Hok Gie adalah Indonesia Raya dan 
Pedoman.  Koran  Indonesia  Raya  sebuah  harian  yang  berciri  provokatif  dan  kadang-kadang 
sensasional, yang dipimpin Muchtar Lubis. Koran Pedoman adalah harian yang dipimpin Rosihan 
Anwar yang berasosiasi yang luas dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ciri khas koran ini adalah 
kritik yang tidak terlalu pedas namun mempunyai analisis yang tajam (John Maxwell, 2003 : 46-
47).
  Pada tahun 1955 bersama kakaknya Soe Hok Djin (Arief Budiman) menyelesaikan sekolah 
dasar Sin Hwa Scholl. Kedua bersaudara ini tidak melanjutkan pada sekolah yang sama Hok Djin 
melanjutkan SMP ke Kanisius dan Hok Gie melanjutkan ke SMP Strada. Kedua bersaudara tersebut 
tidak  melanjutkan  pada  sekolah  yang  sama  karena  disebabkan  beberapa  hal  yaitu  persaingan 
mendapatkan bea siswa untuk memasuki sekolah Kanisius dengan biaya lebih rendah sangatlah 
ketat  dan tampaknya Soe Hok Gie dan tampaknya nilai  Soe Hok Gie tidak cukup tinggi untuk 
mendapatkan meskipun nilai pada sekolah dasar sebenarnya juga memuaskan. Permasalahan lain 
yang  muncul  juga  karena  persaingan  yang  terjadi  diantara  keduanya,  perbedaan  pandangan 
menyebabkan  percekcokan  yang  menyebabkan  keduanya  berselisih.  Perbedaan  karakter  yang 
terjadi  pada  kedua  anak  yang  memang  jalas  sangat  cerdas,  tingkat  sensitifitas  dan  keinginan 
keduanya kuat untuk bersaing. 
 Soe Hok Gie berada di lingkungan sekolah pilihan SMA Kanisius, meskipun demikian tetap 
dekat  dengan  lingkunganya  masyarakat  dan  teman-temannya  di  Kebon  Jeruk.  Soe  Hok  Gie 
mempunyai ketertarikan yang tinggi di bidang politik meskipun sang ayah Soe Lie Piet tidak begitu 
tertarik dengan bidang politik. Dalam hal ini pengaruh ibu sangat besar terhadap pertumbuhan Soe 
Hok Gie. Ketika Hok Gie mulai memperlihatkan ketertarikannya terhadap isu-isu politik , ikatan 
dengan ibu sudah terjalin dengan kuat. Meskipun tidak mempunyai pengetahuan yang baik tentang 
dunia  politik  namun  Nio  Hoei  An  selalu  mengontrol  Soe  Hok  Gie,  pendapat  ibunya  selalu 
didengarkan dengan rasa hormat (John Maxwell, 2001 : 45).
   Kesadaran Soe Hok Gie terhadap dunia dan sekelilingnya mulai terwujud dalam ekspesi 
politiknya semasa di SMA. Kritik-kritik tajam di alamatkan kepada Presiden Soekarno dan tokoh-
tokoh  politik  lain  yang  tertulis  dalam catatan  harianya  tanggal  10  Desember  1959,  pernyataan 
eksplisit yang pertama dalam catatannya tentang pemahamannya tentang dunia politik. Pengalaman 
melihat orang kelaparan yang mencari sisa-sisa makanan di tumpukan sampah di dekat rumah di 
Kebon Jeruk,  yang membuat  Soe  Hok Gie  meluncurkan kecaman  pedas  pada  penguasa.Dalam 
catatan hariannya dituliskan bahwa:“Siang tadi aku bertemu dengan seseorang (bukan pengemis) 
tengah memakan kulit mangga. Rupannya ia sedang kelaparan. Ini merupakan gejala yang mulai 
nampak  di  ibukota.  Dan  kuberikan  uang  Rp  2,50  dari  uangku  dan  kusisakan  Rp  15,-  untuk 
cadangan. Dua kilometer dari sini paduka (yang dimaksud Presiden Soekarno) kita mungkin sedang 
tertawa  dan  makan-makan  dengan  istri-istrinya  yang  cantik-cantik.  Timbul  dalam  hatiku 
kebanggaan bahwa generasiku ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacau, yaitu 
koruptor-koruptor  tua  seperti  Iskak,  Djodi,  Dadjar,  dan  Ibnu  Sutowo.  Kitalah  yang  dijadikan 
generasi  yang  memakmuran  Indonesia.  Yang  berkuasa  sekarang  adalah  orang-orang  yang 
dibesarkan zaman Hindia Belanda alamrhum. Mereka adalh pejuang-pejuang kemerdekaan yang 
gigih lihatlah Sukarno, Hatta, Syahrir, Ali dan sebagainya. Tetapi kini mereka telah menghianati apa 
yang  dperjuangkan.  Sukarno  telah  berkhianat  terhadap  kemerdekaan.  Yamin  telah  memalsukan 
(atau masih dalam zaman romantik)  sejarah indonesia.  Hatta  tak berani  menyatakan kebenaran 
(walaupun kadang-kadang ia menyatakan). Dan rakyat makin lama makin menderita “ (Soe Hok 
Gie, 1983 : 91-92).
 Tulisan yang memeprlihatkan dengan jelas mengenai sikap kritis oleh seorang anak muda 
yang mempunyai wawasan yang mendalam atas situasi yang ada. Bagian tulisan yang luar biasa 
seminggu  sebelum ulang  tahun  Soe  Hok Gie  yang  ketujuh  belas  dan  beberapa  bulan  sebelum 
memasuki tahun kedua di SMA. Tulisan yang mengungkapan tidak hanya antipatinya terhadap para 
pemimpin bangsa yang telah berjuang merebut kemerdekaan tetapi  juga menunjukan keyakinan 
yang kuat dan keteguhan moral yang luar biasa, bahwa generasinyalah yang kelak akan menjadi 
pemecah  segala  permasalahan  yang  dihadapi  bangsanya.  Soe  Hok  Gie  mampu  mematahkan 
pandangan stereotip  secara umum yang berpandangan bahwa etnis  Cina yang ada di  Indonesia 
sebagai kelompok materialistik yang hanya mengejar keuntungan untuk kepentingan pribadinya. 
Soe Hok Gie telah menunjukan bahwa latar belakang keturunan tidak berpengaruh pada idealisme 
dan kesadaran sosial seseorang.
Pada bulan September 1961 Soe Hok Gie mengikuti tes masuk universitas. Soe Hok Gie 
ditolak dari Fakultas Psikologi karena merupakan pilihan kedua dan diterima dau Fakultas yaitu di 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakulas Sastra Universitas Indonesia Jurusan Sejarah. 
Ketika  memasuki  bangku  kuliah,  Universitas  Indonesia  menjadi  ajang  pertarungan  intelektual 
antara yang mendukung Soekarno dan kalangan yang kadang menentang Soekarno seperti Sumitro 
Djoyohadikusumo dan anak buahnya. Seperti pada umumnya mahasiswa pada tahun-tahun 1960`an 
menjadi  mahasiswa  serta  merta  menjadi  menjadi  bagian  organisasi  mahasiswa  yang  menurut 
kosakata politik mahasiswa sering disebut organisasi ekstra universiter, seperti HMI, GNNI, CGMI. 
Meskipun  demikian,  Soe  Hok  Gie  tidak  tertarik  untuk  masuk  masuk  dalam salah  satu 
organisasi  mahasiswa  yang  berbau  agama.  Soe  Hok  Gie  masuk  Gerakan  Mahasiswa  Sosialis 
(GMSos) yang mungkin diwarisi dari pihak ayahnya yang meskipun tidak menganut suatu ideologi 
yang jelas dan partai yang jelas tetapi mengidentifikasikan dirinya dengan Partai Sosialis Indonesia 
(Soe Hok Gie, 1983 : 33).
Tahun 1966 ketika mahasiswa tumpah ke jalan melakukan aksi  Tritura,  Gie termasuk di 
barisan paling depan. Konon, Gie juga salah seorang tokoh kunci terjadinya aliansi mahasiswa-
ABRI pada 1966. Hari-harinya diisi dengan program demonstrasi, termasuk rapat penting di sana-
sini. Soe Hok Gie ingin agar mahasiswa-mahasiswa ini, menyadari bahwa mereka adalah the happy 
selected few yang dapat kuliah dan karena itu mereka harus menyadari dan melibatkan diri dalam 
perjuangan bangsanya dan kepada rakyat aku ingin tunjukkan, bahwa mereka dapat mengharapkan 
perbaikan-perbaikan  dari  keadaan  dengan  menyatukan  diri  di  bawah  pimpinan  patriot-patriot 
universitas. 
Sampai 1967 Soe Hok Gie dipandang sebagai mahasiswa senior yang menonjol dan populer 
di  Rawamangun.  Perannya  dalam  peristiwa  dalam  gerakan  mahasiswa  awal  tahun  1966  telah 
meningkatkan reputasinya di kalangan mahasiswa. Pemilihan senat mahasiswa yang diselengarakan 
September 1967 membuat pencalonannya berjalan dengan mudah untuk menang atas lawannya dari 
GMKI dan HMI. Posisi ketua senat merupakan jembatan yang bisa dilakukan  untuk dekat dengan 
lingkup yang lebih tinggi dan dapat memperlancar tujuan untuk mengadakan semua kegiaatan yang 
positif di kalangan mahasiswa (John Maxwell, 2001: 289).
Tahun antara 1967-1969 merupakan masa yang produktif bagi Soe Hok Gie. Pada saat itu 
Indonesia mengalami masa transisi pada tingkat elit kekuasaan dari era Orde Lama ke era Orde 
Baru.  Pada  masa  transisional  situasi  kondusif  bagi  muncul  banyak  pemikiran-pemikiran  baru 
disebabkan belum adanya penguasa yang mengatur secara penuh, belum adanya sentralisasi dan 
penyeragaman produksi. Sebagai seorang yang mempunyai kesadaran sosial yang tinggi Soe Hok 
Gie  tidak  melewatkan masa  kondusif  tersebut  begitu  saja.  Ketika  rekan-rekan mahasiswa larut 
untuk berebut kekuasaan dalam kancah politik Gie menunjukan konsistensinya dengan tetap pada 
jalur idealisme yang dimiliki. Soe Hok Gie tetap melakukan kritik pada pemerintah ketika terjadi 
pembantaian  besar-besaran  terhadap  tokoh-tokoh  yang  terlibat  secara  langsung,  tidak  langsung 
maupun yang hanya dicurigai terlibat peristiwa Gestapu di Jawa dan Bali (Kuntowidjoyo dalam Soe 
Hok Gie,1995 : 1).       Pembantaian yang dilakukan dengan alasan sebagai reaksi atas kekejaman 
PKI terhadap para Jendral  Angkatan Darat.  Pimpinan-pimpinan PKI mulai  melakukan manuver 
politik guna mencari keselamatan untuk diri mereka sendiri. Sedangkan yang tidak selamat menjadi 
ajang  balas  dendam  massa.  Sebagai  contohnya  kejadian  di  Bali  dimana  sekurang-kurangnya 
delapan puluh ribu manusia menjadi korban pembantaian yang dilakukan tanpa proses peradilan 
(Mahasiswa Indonesia, No. 2 dan No. 3 Desember 1969)
Soe Hok Gie dikenal sebagai penulis produktif di beberapa media massa, misalnya Kompas, 
Harian  KAMI,  Sinar  Harapan,  Mahasiswa  Indonesia,  dan  Indonesia  Raya.  Sekitar  35  karya 
artikelnya (kira-kira sepertiga dari seluruh karyanya) selama rentang waktu tiga tahun masa awal 
berdirinya  Orde  Baru.  Skripsi  sarjana  mudanya  perihal  Sarekat  Islam  Semarang,  tahun  1909  
dengan judul “  Di Bawah Lentera Merah “. Sebelumnya, skripsi S1 Soe Hok Gie yang mengulas 
soal pemberontakan PKI di Madiun dengan judul “  Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan “  
 disusun tahun 1969. Karya Soe Hok Gie dalam bentuk  sajak mencapai puluhan judul sebab Soe 
Hok Gie  bergaul  akrab  dengan  penyair-penyair  angkatan  tahun  66`  seperti  Taufik  Ismail,  WS 
Rendra, dan Satyagraha Hoerip (www. Intisari. Co. Id).
Pada pertengahan tahun 1968 merupakan masa akhir  bagi Soe Hok Gie sebagai seorang 
mahasiswa. Masa dimana Gie mengalami kekecewaan atas kemunduran yang dialami mahasiswa 
atas  peran  sebagian  dari  pimpinan  mahasiswa  yang  memasuki  institusi  pemerintahan  yang 
ditawarkan  Orde  Baru.  Melalui  kritik-kritiknya  di  media  massa  segala  pemikiran  kritisnya 
tersalurkan dan banyak mendapatkan perhatian. Gie yang tetap pada pendirianya yaitu kritis atas 
segala perkembangan politik yang terjadi membuat terasing dari teman-teman seperjuanganya dulu 
(John Maxwell, 2001: 318).
Soe hok Gie adalah seorang yang mempunyai  hobby mandaki gunung beberapa gunung di 
pulau Jawa telah ditaklukan. Kegiatan dilakukan untuk ajang pelepas enat dari kegiatan politik yang 
terus menyita waktu dan pemikirannya. Bahkan merencanakan akan memperingati hari ulang tahun 
yang ke-27 di Puncak Mahameru. Malam sebelumnya, tanggal 15 Desember 1959, dalam tenda 
sempit di tepi hutan Cemoro Kandang, Soe Hok Gie yang amat menguasai lirik dan falsafah lagu-
lagu tertentu, meminta teman-temannya menyanyikan lagu spiritual negro  Nobody Knows sampai 
berulang-ulang. Khusus untuk wakil mahasiswa yang duduk dalam DPRGR,  Soe Hok Gie sengaja 
mengirimkan benda peranti dandan. Sebuah sindiran supaya wakil mahasiswa itu nanti bisa tampil 
manis  di  mata pemerintah.  Padahal  wakil  mahasiswa itu  teman-temannya sendiri  yang dijuluki 
"politisi berkartu mahasiswa". Langkah Soe Hok Gie ini membuat mereka terperangah sayangnya, 
momentum ini kandas. Soe Hok Gie terlanjur tewas tercekik gas beracun di Puncak Mahameru pada 
tanggal 16 Desember 1969 tepat sehari sebelum hari ulang tahunnya (www. Intisari. Co. Id).
 
2. Perkembangan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin  
Pertarungan  ideologi  di  antara  partai  politik  dalam  sidang-sidang  Konstituante  untuk 
menentukan Undang-Undang Dasar yang baru mengalami jalan buntu. Presiden Soekarno segera 
mengeluarkan  Dekrit  pada  tanggal  5  Juli  1959  yang  isinya:  1)  Menetapkan  pembubaran 
Konstituante,  2)  Menetapkan  Undang-Undang  Dasar  1945  berlaku  lagi  bagi  segenap  Bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, 
dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), dan 3) Pembentukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan, serta pembentukan 
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Inisiatif 
politik  Presiden  Soekarno  tersebut  dilakukan  dalam rangka  pelaksanaan  Demokrasi  Terpimpin 
(Yozar Anwar, 1984 : 258).
Pelaksanaan  Demokrasi  Terpimpin  pada  kenyataannya  tidak  sesuai  dengan  yang 
diharapkan.  Presiden  Soekarno  menjalin  hubungan  yang  lebih  erat  dengan  Tentara  Nasional 
Indonesia (TNI) khususnya Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk dijadikan 
elemen pendukung Demokrasi Terpimpin. Hal tersebut terbukti pada tanggal 9 Juli 1959 Presiden 
Soekarno  mengangkat  43  menteri,  11  di  antaranya  diberikan  pada  militer  dan  mengangkat  45 
anggota DPAS yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Dibentuk pula sebuah lembaga 
baru yang bertanggung jawab menyusun strategi dan tujuan pembangunan nasional, yaitu Badan 
Perencanaan Nasional (BPN) yang diketuai oleh Muhammad Yamin (John Maxwell, 2001 : 69). 
Presiden  Soekarno  berusaha  mendominasi  kehidupan  politik  dengan  pidato-pidato 
kepresidenan  dan  pernyataan-pernyataan  publiknya  yang  memainkan  peranan  utama  dalam 
pembentukan  simbol  dan  paham ideologis.  Pidato  presiden  yang  berjudul  “Penemuan  Kembali 
Revolusi Kita” disampaikan pada Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1959 kemudian dijadikan 
sistem  ideologi  dan  bahan  indoktrinasi  yang  dikenal  dengan  “Manifesto  Politik  UUD  1945, 
Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional” atau 
disingkat “Manipol-USDEK” (Herbert Feith, 1995 : 79). Demokrasi Terpimpin yang seharusnya  
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ternyata belum bisa seluruhnya sesuai. Presiden Soekarno 
membentuk MPR Sementara (MPRS) pada tanggal 22 Juli 1959 berdasarkan Penetapan Presiden 
dengan batasan tugas serta anggota-anggota yang ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Mengingat 
MPRS  dibentuk  oleh  Presiden,  maka  ketetapan-ketetapan  yang  diambil  tidak  bisa  lepas  dari 
pengaruh  kekuasaan  Presiden  Soekarno,  seperti  halnya  pada  Sidang  MPRS  tahun  1960  yang 
menetapkan  Manipol-USDEK  menjadi  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN).  Dan  pada 
Sidang Umum MPRS tahun 1963 yang membuat ketetapan “Mengangkat Dr. Ir.  Haji Soekarno 
menjadi Presiden seumur hidup” (Nugroho Notosusanto, 1985 : 103).
Kebijaksanaan tersebut ditempuh oleh Presiden Soekarno sebagai solusi alternatif sampai 
MPR dan GBHN sesuai dengan UUD 1945, yaitu sampai MPR hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 
terbentuk. Namun hal tersebut justru dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno untuk memperbesar dan 
memperkuat kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaan absolut pada Presiden Soekarno mulai terlihat. 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)  yang  diajukan  pemerintah,  akhirnya  dibubarkan  dan  digantikan  dengan  DPR  Gotong 
Royong (DPR-GR) dengan komposisi anggota sesuai dengan kehendak presiden, yaitu terdiri dari 
44  orang  dari  PNI,  36  orang  dari  Nahdlatul  Ulama (NU),  30  orang  dari  PKI,  118 orang  dari 
Golongan Fungsional non-ABRI, dan 35 orang dari ABRI. Akhirnya kekuasaan presiden menjadi 
tidak terbatas (Nugroho Notosusanto, 1985 : 103).
Masyarakat mulai dibanjiri dengan slogan “Manipol-USDEK” yang terlihat pada coretan di 
tembok-tembok dan atap-atap rumah. Indoktrinasi Manipol-USDEK berusaha dipaksakan sebagai 
ideologi pada instansi  pemerintah,  instansi  pendidikan ormas, parpol dan pers. Pada Parpol dan 
Ormas  yang tidak  mau merubah anggaran  dasarnya  dengan mencantumkan “Manipol-USDEK” 
akan dibubarkan. Hal ini terjadi pada partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Media 
pers  juga  harus  berdasarkan  ideologi  “Manipol-USDEK”  dan  harus  berperan  sebagai  alat 
perjuangan untuk penyelesaian revolusi,  sedangkan yang melanggar akan diadakan pembredelan 
dan pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT). Dalam lingkungan universitas, Manipol-USDEK mengalami 
hambatan karena universitas merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa yang memiliki kesadaran 
berpolitik  yang  tinggi.  Di  kalangan  militer,  Manipol-USDEK  diterima  dengan  baik,  tetapi 
ditafsirkan sendiri sebagai ideologi yang anti liberal dan anti komunis (Herbert Feith, 1995 : 81-
86).       
Presiden  Soekarno  sebenarnya  telah  merintis  perlunya  persatuan  antara  Nasionalisme, 
Islamisme  dan  Marxisme  sejak  tahun  1926  demi  tercapainya  tujuan  perjuangan  kemerdekaan. 
Soekarno  muda  yang  juga  sebagai  ketua  Algemene  Studieclub di  Bandung  sudah  menggagas 
persatuan Indonesia dengan membentuk “Komite Persatuan Indonesia” yang merupakan kerja sama 
Studieclub dengan Sarekat  Islam (SI),  Muhammadiyah,  Jong Islamieten  Bond (JIB),  Pasundan, 
Persatuan Minahasa,  Sarekat Ambon dan Sarekat Madura.  Usaha tersebut kemudian dilanjutkan 
pada 4 Juli 1927 oleh Soekarno dengan membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI), di mana pada 
Konggres kedua,  18 – 20 Mei 1929 mengambil  keputusan untuk mengambil  ajaran sosialisme, 
komunisme dan agama (Islam)  untuk memperkuat nasionalisme (A.K. Pringgodigdo, 1984 : 62). 
Menjelang akhir 1960 Presiden Soekarno mulai melontarkan gagasan untuk membawa PKI masuk 
ke kabinet sesuai dengan ajaran Nasakom, yaitu prinsip kerja sama antara kelompok Nasionalis, 
Agama dan Komunis yang dianggapnya penting untuk mencapai persatuan nasional (John Maxwell, 
2001:75).
Berkat kepandaian PKI, Nasakom diidentikkan dengan Pancasila.  Siapa yang menerima 
Pancasila  berarti  menerima  Nasakom.  Prinsip  Nasakom sangat  menguntungkan  PKI.  Partai  ini 
mendapat dalih untuk me-Nasakom-kan segala bidang kelembagaan yang belum ada orang PKI-
nya, seperti kabinet, pimpinan universitas dan ABRI. Menjelang akhir 1963 terbukti bahwa taktik 
PKI  sebagai  pengembangan  dari  strategi  “persatuan  nasional”  yang  telah  lama  dijalankannya 
ternyata  membawa  hasil,  karena  Presiden  Soekarno  mulai  menggeser  keseimbangan  kekuatan 
dalam Demokrasi  Terpimpin  ke  arah  kelompok  kiri.  Presiden  Soekarno  memang  menghendaki 
orang-orang PKI duduk dalam kabinet sebagai kekuatan pendukung dalam menjalankan Demokrasi 
Terpimpin agar ikut bertanggung jawab atas kegagalan atau kesalahan pemerintah (G. Moedjanto, 
1988:138).
Menjelang tahun 1965, prinsip Nasakom ditetapkan sebagai elemen fundamental  politik 
Demokrasi Terpimpin. Mempermasalahkan Nasakom beresiko dituduh “communist-phobia”. PKI 
mulai  memanfaatkan  keunggulannya  dengan  mendesak  lawan  politiknya  agar  tersingkir  dalam 
pemerintahan, misalnya aktivis Partai Murba yang dipimpin Menteri Perdagangan Adam Malik dan 
Ketua  Badan  Pendukung  Soekarnoisme  (BPS)  Chaerul  Shaleh  yang  berusaha  melemahkan 
kebijakan Nasakom dicopot dalam perombakan kabinet pada tahun 1964. Selain itu para pemimpin 
PKI  melancarkan  serangan  gencar  terhadap  orang-orang  yang  dicap  kapitalis-birokrat  di  tubuh 
ABRI dan mengutuk pihak-pihak yang mereka anggap elemen kontra revolusi dalam masyarakat, 
seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) (John Maxwell, 2001:86).
Nasakomisasi dalam lingkungan universitas dan ABRI belum berhasil, karena lingkungan 
universitas  adalah  lingkungan  para  akademisi  yang  memiliki  kesadaran  politik  yang  tinggi. 
Sedangkan di tubuh ABRI belum berhasil karena dalam ABRI sangat menentang politisasi yang 
bisa berakibat perang antar sesama  ABRI. Kegagalan Nasakomisasi di tubuh ABRI menyebabkan 
PKI pada tahun 1965 menempuh jalan lain dengan mengajukan usul kepada Presiden Soekarno 
tentang pembentukan dewan penasihat Nasakom di setiap angkatan dan pembentukan Angkatan 
kelima (sesudah AD, AL, AU dan Kepolisian) yang terdiri dari buruh dan petani yang dipersenjatai 
dengan dalih  untuk  menghadapi  konfrontasi  Malaysia.  Namun usulan  tersebut  berhasil  dicegah 
Men.Pangab Jendral Ahmad Yani (G. Moedjanto, 1988 : 138).
Hidup pada iklim Nasakom membuat perbedaan sikap dan pertentangan di sana-sini, dari 
kebijakan “Ganyang Malaysia”, konsep Deklarasi Ekonomi (Dekon), sampai pada pelarangan buku-
buku  dan  musik-musik  barat  bergaya  Neo  Kolonialisme  Imperialisme  atau  “Nekolim”. 
Pertentangan  tersebut  sangat  terasa  khususnya  pada  percaturan  politik  pada  tingkat  organisasi 
mahasiswa.  Pada  satu  pihak  terdapat  golongan  yang  mendukung  kebijakan  Presiden  Soekarno 
termasuk kecenderungannya  pada  PKI,  pada  pihak  lain  terdapat  perlawanan  dengan  gaya  khas 
masing-masing, ada yang terselubung dan ada yang terang-terangan (Yozar Anwar, 1984 : 269).
 Pada  tahun  1964,  Partai  Murba  membongkar  dokumen  rahasia  PKI  tentang  adanya 
“Program Jangka Panjang PKI” yang menjelaskan tujuan PKI mendirikan suaru negara yang 100% 
dikuasai proletar dan kaum buruh dengan dasar manifesto komunis seperti yang dicita-citakan oleh 
Karl  Marx,  Lenin dan Mao Tse Tung.  PKI mulai  melancarkan “ofensif  revolusioner” di  segala 
bidang, baik bidang politik dalam negeri maupun bidang luar negeri. Di dalam negeri PKI mulai 
meningkatkan  aksi-aksinya  dengan  menghantam  saingannya  Partai  Murba,  Badan  Pendukung 
Soekarnoisme (BPS) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dianggap kontra revolusi (Yozar 
Anwar,  1984:276).  Sedangkan  dalam  politik  luar  negeri,  Indonesia  meningkatkan  konfrontasi 
dengan Malaysia dengan slogan “Ganyang Malaysia” dan makin meninggalkan politik bebas aktif, 
terbukti semakin jauh dari negara-negara barat dan condong ke negara-negara komunis. Indonesia 
membentuk persekutuan dengan RRC, yang kemudian berkembang menjadi poros “Jakarta-Phnom 
Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang” sebagai suatu konstelasi politik dunia baru.  Sebagai puncaknya, 
Indonesia pada tanggal 7 Januari 1965 menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
(Rosihan Anwar, 1981 : 503).  
Pada  Agustus  1965,  PKI  secara  sistematis  mengadakan  buid-up mental  terutama  di 
kalangan  ormas  dan  simpatisannya.  Intruksi  pimpinan  PKI  tersebut  dilakukan  dalam  rangka 
mengembangkan “ofensif revolusioner sampai ke puncaknya” dengan memperhebat persatuan dan 
aksi-aksi massa mengganyang kapitalis birokrat, koruptor, tuan tanah jahat dan imperialis negara 
barat.. “Ofensif revolusioner” telah dipraktekkan di kalangan buruh dan petani untuk mendorong 
mereka lebih berani melawan pemerintah setempat melalui  aksi-aksi  sepihak.  Aksi-aksi  tersebut 
dijalankan sebagai uji coba kekuatan mental PKI untuk mencapai tujuan PKI. (Yozar Anwar, 1981 : 
273).  Gambaran tersebut  terlihat  pada tulisan-tulisan tembok di  Jakarta  pada bulan April  1965, 
antara  lain  tulisan “Hancurkan Nekolim”,  “Hidup Soekarno”,  “Hidup Nasakom”,  “Hidup PKI”, 
“Gantung imperialisme dan antek-anteknya”, “Hancurkan pangkalan asing”, “Ganyang Malaysia”, 
“Larang film Amerika”, “Larang The Beatles” dan “Larang BPS” (Puar, 1976 : 30).
Aksi-aksi PKI dilancarkan bersamaan dengan kehidupan rakyat yang makin sengsara dan 
miskin akibat inflasi. Keadaan ekonomi yang makin memburuk ini sejalan dengan rencana PKI. 
Dengan demikian  rakyat  menjadi  tidak  puas  dan  situasi  kematangan  revolusioner  ditingkatkan. 
Ketidakpuasan  rakyat  disalurkan  melalui  aksi-aksi  sepihak  di  daerah,  mencari  kambing  hitam 
terhadap pejabat yang dianggap bertanggung jawab. Usaha-usaha tersebut bagi PKI penting artinya, 
karena melatih  keberanian para kader  dan pengikutnya  serta  meningkatkan ofensif  revolusioner 
sampai ke puncaknya. Inilah yang dinamakan mematangkan situasi dalam menuju suatu perebutan 
kekuasaan.  Sukses  politik  yang  dicapai  PKI  sejak  tahun  1950-1965,  semuanya  bertujuan 
menciptakan situasi revolusiner. (Yozar Anwar, 1984 : 280).
 B. Peran Soe Hok Gie dalam Pelaksanaan Aksi Gerakan Mahasiswa Tahun 1960-
1966
Kelompok  yang  sangat  mempengaruhi  Soe  Hok  gie  terhadap  Soekarno  adalah  gerakan 
mahasiswa Sosialis  (Gemsos),  organisasi  politik  mahasiswa yang kecil  dan menarik mahasiswa 
yang menjadi pendukung Partai Sosialis Indonesia (PSI). Saat masih bersekolah Soe tertarik pada 
PSI  karena  figur  pimpinannya  yaitu  Sutan  Syahrir  seorang  pemimpin  yang  jujur  dan  berani 
merupakan sosok yang begitu  dikaguminya (Mahasiswa Indonesia,  4 Mei 1967).  Pengaruh PSI 
terhadap Gemsos karena memang pada awal masa demokrasi terpimpin seiring dengan penerapan 
sistem kepartaian yang majemuk organisasi mahasiswa yang ada  di perguruan tinggi lebih bersifat 
underbouw partai politik (Adi Suryadi Culla, 19 : 35).
Sejak pembentukannya pada tahun 1955 Gemsos tidak pernah berusaha menarik sejumlah 
besar mahasiswa untuk menjadi anggotanya. Kendati tidak mempunyai afiliasi formal dengan PSI, 
nasib  PSI  yang  semakin  memburuk  pada  masa  Demokrasi  Terpimpin  membuat  Gemsos  tetap 
sebagai  organisasi  yang  lemah  dan  tidak  efektif.  Ketika  Soe  Hok  Gie  menjadi  mahasiswa 
Universitas Indonesia pada bulan-bulan terahir 1961, Gemsos adalah organisasi kecil yang tidak 
banyak  dikenal  orang.  Penahanan  pimpinan-pimpinan  Gemsos,  termasuk  Syahrir  dan  Subandio 
Sastroatmojo membuat pendukung PSI di kalangan kampus semakin melemah. Ketertarikan Soe 
Hok Gie pada awalnya muncul melalui persahabatannya dengan Zainal Zakse, sebagai organisator 
Gemsos. Sebagai seorang yang sama-sama tidak menyukai pola kebijakan dan pemerintahan yang 
dilakukan Soekarno, mereka mulai mengecam pola Demokrasi Terpimpin yang dianggap sebagai 
kemunafikan dan kepicikan (John Maxwell, , 2001:117).
Antara tahun `50 dan 60`-an perguruan tinggi di Indonesia mengalami peledakan jumlah 
mahasiswa. Peratambahan jumlah maahasiswa menyebabkan partai politik tertarik pada universitas. 
Bila sebelumnya universitas sebagai kelompok sosial yang sedikit sekali terpolitisir dan ditugaskan 
hanya mencatak elite Indonesia maka berubah menjadi ajang pertempuran politik.  Partai  politik 
mengadakan  afiliasi  dengan  organisasi-organisasi  yang  ada  di  kampus  sehingga  organisasi 
mahasiswa yang ada berjalan sesuai dengan kebijakan yang diambil partai politik. Namun, salah 
satu faktor utama yang dalam politisasi dan radikalisme mahasiswa adalah kondisi material dalam 
kehidupan  universitas.  Bertambahnya  jumlah  mahasiswa  yang  dibarengi  memburuknya  kondisi 
belajar dan perasarana universitas. Kesulitan ekonomi seperti kenaikan harga buku, transportasi, 
tarif pengobatan, sewa tempat tinggal, mahalnya uang kuliah, dan juga semakin mahalnya biaya 
hidup membawa pengaruh tak kecil bagi mahasiswa (Francoise Raillon, 1985: 10-11). 
Penyimpangan pola pemerintahan yang dilakukan pada masa Demokrasi Terpimpin dibawah 
kepemimpinan  Soekarno  merupakan  awal  keinginan  Soe  Hok  Gie  untuk  bisa  menjatuhkan 
pemimpin  yang  tidak  menjalankan  kepemimpinan  dengan  berlandaskan  atas  moral.  Untuk  itu, 
strategi  menjatuhkan  Soekarno  telah  dilakukan  sejak  tahun  1961 dengan  melakukan  kerjasama 
dengan  Prof.  Soemitro  Djoyohadikusumo  dengan  “Gerakan  Pembaharuan  Indonesia”.  Selain 
dengan Prof. Soemitro Djoyohadikusumo juga melakukan kerjasama dengan pihak militer, melalui 
hubungannya dengan Nugroho Notosusanto Soe Hok Gie dekat dengan kalangan militer. Kedekatan 
dengan  pemimpin  SSKD  (dalam  perkembanganya  menjadi  SESKOAD  yaitu  sekolah  yang 
mendidik kaum cendikiawan dari militer yang diarahkan menjadi pemimpin negara) inilah salah 
satu cikal bakal hubungan militer dengan aksi mahasiswa tahun 1966 (Soe Hok Gie, 1983 : 35-36).
Kerjasama  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa  dan  militer  bukan  tanpa  sebab,  keduanya 
memepunyai kepentingan yang sama atas perkembangna situasi politik yang ada. Hal ini dirintis 
oleh Soewarto, perwira yag mengasuh SESKOAD sejak tahun lima puluhan. Kemampuan tentara 
tidaklah hanya pada masalah pertahanan saja tetapi juga pada masalah kemasyarakatan oleh karena 
itu diundanglah para pemikir untuk membina perwira-perwira muda AD untuk pendidikan secara 
intelegensi. Dilain pihak tokoh pendidikan pada masa demokrasi Terpimpin tidak mempunyai posisi 
yang menguntungkan, dimana setiap kritik dan masukan yang mereka berikan kepada pemerintah 
hanya akan berbuah makian dari Soekarno. Pikiran ilmiah yang mereka sampaikan untuk merespon 
ide-ide megalomania Soekarno daianggap “text book thinker” hal inilah yang membuat para ahli 
tersebut kecewa dengan pemerintah. Tokoh-tokoh universitas di Jakarta dan Bandung diambil untuk 
menjadi staf pengajar, dari sinilah mulai muncul kerjasama antara tentara dan tokoh ilmuwan dalam 
usaha menjatuhkan Soekarno (Media Indonesia, 18 Mei 1969).
Tahun 1963 merupakan tahun menentukan bagi Soe Hok Gie dan para intelektual muda 
lainnya yang berpandangan sama tentang Soekarno dan tentang arah yang akan dituju oleh negara. 
Setelah periode ketidakpastian, pada bulan September Presiden Soekarno memaksakan kampenye 
“pengganyangan” Malaysia  sehingga paket  bantuan  yang ditawarkan IMF pada  beberapa bulan 
sebelumnya  ditarik  kembali.  Ketika  terjadi  usaha  tersebut  situasi  ekonomi  semakin  memburuk 
dengan  meningkatnya  harga  kebutuhan  pokok  dan  melonjaknya  inflasi.  Atmosfer  politik  yang 
memanas membuat agresifitas kebijakan pemerintah terhadap oposisi  meningkat sehingga kritik 
yang diakukan kepada pemerintah atas kebijakan yang diambil dianggap keluar dari “rel revolusi” 
sehingga harus dienyahkan  (John Maxwell,  2001:121).
Pergerakan mahasiswa pada tahun 1964 merupakan masa ujian dimana sebagian pemimpin 
organisasi  mahasiswa  mulai  mengendorkan  kontrol  mereka  melalui  kritik  yang  mulai  semakin 
jarang  dilakukan.  Banyak  tokoh  yang  awalnya  bagai  pahlawan  akhirnya  hanya  terdiam karena 
ketakutan  atas  tindakan  tegas  pemerintah  yang  mungkin  dialamatkan  kepada  mereka.  Rosihan 
Anwar yang mulanya adalah wartawan yang rajin memberikan evaluasi  dengan kritiknya mulai 
mengurangi,  hanya  beberapa  yang masih  konsisten  seperti  Soedjatmoko meskipun  memperoleh 
tekanan pemerintah (Soe Hok Gie, 1983 : 157-158).
Ketegangan politik terjadi pada organisasi-organisasi mahasiswa. Pertentangan antara HMI 
dan  GMNI.  Persaingan  politik  antar  organisasi  mahasiswa  semakin  memanas  antara  HMI  dan 
GMNI di kampus Universitas Indonesia pusat Salemba, namun hal ini tidak begitu berimbas di 
kampus Rawamangun. Meskipun demikian Soe Hok Gie tetap menpunyai kepekaan yang tinggi 
atas kondisi tersebut. Sikap sinis dan anti politik yang ditunjukan mahasiswa di lingkungannya yang 
membuat Gie tidak berusaha mempengaruhi mahasiswa lainya kala itu pada masalah politik. Soe 
Hok Gie jusru memainka peranya dikalangan mahasiswa pada organisasi yang nonpolitik berupa 
organisasi  cinta  alam (Mapala).  Kegiatan  sebagai  pencinta  alam dijadikan  Soe  Hok  Gie  usaha 
melepaskan kepenatan atas situasi politik yang terus memanas.
Pada  pagi  dini  hari  1  Oktober  1965  enam jendral  senior  angkatan  bersenjata  termasuk 
pimpinannya Letnan Jendral Ahmad Yani di tangkap dirumahnya dan dibawa sejumlah tentara ke 
Bandara Halim di selatan Jakarta. Tiga jendaral dibunuh saat ditangkap, sedangkan lainya dibunuh 
di Halim, tubuh mereka dimasukan di sumur tua di Lubang Buaya. Pelaku pembantaian adalah 
sekelompok  perwira  menengah  utama  yang  dipimpin  Let  Kol  Untung  ,  Komandan  Batalion 
Cakrabirawa,  pasukan  pengawal  presiden.  Mereka  menamakan  diri  Gerakan  30  September, 
yaitukelompok yang mengkalim bahwa mereka bertindak untuk melindungi Presiden Sukarno dari 
“Dewan Jenderal” sayap kanan yang bermaksud merebut kekuasaan pada tanggal 5 Oktober , hari 
angkatan bersenjata (John Maxwell,  2001:152).Kudeta yang dilakukan oleh PKI tersebut kerena 
tindakan tegas tegas dari Mayor Jendral Soeharto usaha kudeta dapat digagalkan. Sejalan dengan 
arus yang ada didalam masyarakat,  di  Universitas juga terjadi pergolakan-pergolakan.  Diadakan 
tindakan pengamanan terhadap unsur-unsur baik yang terlibat secara langsung, maupun yang tidak 
langsung  terhadap  PKI.  Mahasiswa  juga  turut  secara  aktif  dalam  usaha  pembersihan  dunia 
perguruan  tinggi  dari  unsur-unsur  PKI.  Usaha-usaha  mereka  diwujudkan  dengan  mendirikan 
organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dimana tergabung organisasi-organisasi 
ekstra  maupun inrauniversiter.  Bersama-sama dengan unsur-unsur progresif  lainnya,  KAMI ikut 
aktif dalam usaha pembersihan dunia perguruan tinggi dari unsur PKI/Getapu (Soe Hok Gie, 1995: 
3).
Presiden  Soekarno  adalah  pemimpin  yang  dikenal  mempunyai  ucapan  yang  dapat 
membangkitkan semangat rakyat. Dengan beberapa kalimat saja, rakyat secara spontan bergerak ke 
arah  yang  dikehendaki.  Pada  peristiwa  pemberontakan  PKI  tahun  1948,  presiden  Soekarno 
berpidato  dengan  tegas:  pilih  Soekarno-Hatta  atau  Muso.  Ucapan  ini  menandakan  bahwa 
kehancuran PKI hanya soal waktu saja, dan ternyata dalam waktu singkat PKI dapat dihancurkan. 
Keadaan  ini  berbeda  pada  waktu  peristiwa  Gestapu/PKI  tahun  1965,  Presiden  Soekarno  tidak 
memberikan jalan keluar yang tegas. Pidato-pidatonya membuat situasi mengambang dan segala 
sesuatu menjadi tidak menentu. Peristiwa Gestapu/PKI dengan puncaknya drama Lubang Buaya 
oleh  Presiden Soekarno dikatakan agar  rakyat  tidak membesar-besarkan peristiwa Gestapu/PKI, 
sebab kejadian itu  hanya sekedar riak-riak kecil  dalam samudra yang luas  (een rimpeltje in  de 
ocean).  Hal  ini  membuat  rasa  kecewa  bagi  sebagian  besar  masyarakat  terutama  kekuatan  anti 
Gestapu/PKI, sebab PKI dengan Gestapu-nya jelas-jelas melakukan pembunuhan terhadap perwira 
tinggi  ABRI  dan  itu  artinya  menginjak  falsafah  dan  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  yaitu 
Pancasila.  Sementara  itu  Presiden  Soekarno  hanya  menjanjikan  sebuah  “penyelesaian  politik” 
dalam waktu singkat, yang ternyata tidak diwujudkan. (Nugroho Notosusanto, 1985 : 122). 
Janji Presiden Soekarno bahwa akan dilakukan penyelesaian politik, ternyata tidak segera 
dilakukan dan dibiarkan berlarut-larut, meskipun sudah terdapat bukti-bukti jelas, bahwa Gestapu 
bukanlah  semata-mata  persoalan  intern  Angkatan  Darat  melainkan  persoalan  nasional  dan 
merupakan isu revolusi. Fakta-fakta mengenai Gestapu sudah jelas diketahui oleh rakyat, namun 
Presiden Soekarno tidak juga mengambil tindakan apa-apa, sehingga rakyat bertanya-tanya tentang 
posisi  Presiden  Soekarno  menghadapi  Gestapu.  (Nugroho  Notosusanto,  1985  :  122).  Presiden 
Soekarno  justru  terus-menerus  mempropagandakan  Nasakom,  dengan  menegaskan  bahwa, 
“Revolusi  Indonesia  adalah  revolusi  kiri,  karena  itu  malapetaka  besar  bila  revolusi  Indonesia 
bergesar  ke kanan”.  Pada peringatan Hari  Pahlawan 10 November 1965, Presiden mengatakan, 
“Nasakom akan  tetap  hidup  selagi  saya  hidup”.  Pidato-pidato  Presiden  Soekarno  tersebut  oleh 
sebagian besar rakyat dan ABRI diartikan sebagai pembelaan terhadap PKI, sehingga menyebabkan 
wibawa dan popularitas Presiden Soekarno dari hari ke hari menurun. (G.Moedjanto, 1988 : 144-
145). 
Keengganan  Presiden  Soekarno  untuk  membubarkan  PKI  karena  Presiden  menilai 
peristiwa Gestapu bukan sekedar issue intern Angkatan Darat, tetapi merupakan issue politik yang 
bukan dilakukan oleh PKI, justru PKI ingin menyelamatkan Presiden dari  coup  “Dewan Jendral” 
yang dibiayai oleh agen-agen Nekolim. Bahkan pada pertemuan dengan wakil-wakil Partai Politik 
di Guest house Istana pada tanggal 27 Oktober 1965, Presiden mengatakan bahwa: 
Revolusi kita sebagaimana telah beberapa kali saya katakan, adalah revolusi kiri. Karena apa? 
Pancasila op zich zelf is al (itu sendiri sudah) kiri, apalagi jika kita memperhatikan sila ke-5 
daripada Pancasila: Keadilan sosial....Tetapi saya melihat sebagai epiloog daripada kejadian 
30 September itu, kalau kita tidak waspada, revolusi ini menggeser ke kanan. Dan jikalau 
revolusi  kita  ini  menggeser  ke  kanan,  maka  saya  berkata,  itulah  malapetaka,  yang  besar 
sebesar-besarnya, lebih besar daripada kejadian 30 September sendiri....Bahkan Nekolim dan 
bukan CIA saja bermaksud menghancurkan kita... (Soegiarso, 1988 : 322).
Perkembangan  situasi  berikutnya,  usaha  pembasmian  terhadap  PKI  tidak  berlangsung 
seperti yang direncanakan. Banyak menteri-menteri yang tergabung dalam kudeta Gestapu berhasil 
menyabot usaha-usaha uyang dilakukan masyarakat dan ABRI. Golongan ini dipimpin oleh wakil 
perdana menteri I Subandrio, dengan segala usaha membebaskan diri dari penganyangan rakyat 
denan jalan mereka tempuh dengan jalan ekonomi. Pada bulanDesember menteri-menteri Gestapu 
mengeluarkan  peraturan  pemerintah  yang  baru,  yang  dikenal  dengan  “  Tindakan-tindakan 
Pemerintah di bidang Moneter”. Dalam peraturan tersebut rupiah Indonesia diberikan nila baru Rp. 
1000, 00 disamakan dengan Rp. 1, 00 baru, uang kertas Rp. 10.000, 00 dan Rp. 5000, 00 ditarik dari 
peredaran  dalam  jangka  waktu  satu  bulan  dengan  dikenakan  potongan  pajak  10%.  Kebijakan 
tersebut menghasilakan kapanikan yang luar biasa dimasyarakat terlebih saat tersebut bertepatan 
dengan Lebaran, Natal, dan tahun baru Tionghoa kenaikan harga barang terjadi tanpa kendali di 
pasaran.  Tujuan  kebijakan  itu  jalas,  kepanikan  luar  biasa  di  masyarakat  membuat  perhatian 
masyarakat tentang penganyang an PKI beralih. Dalam kepanikan umum, maka agen-agen gelap 
PKI lebih leluasa bergerak. Mahasiswa-mahasiswa sebagai rakyat kecil biasa mengalami dampak 
atas kebijakan tersebut. Terutama dengan naiknya tarif kendaraan umum, mahasiswa terpukul sekali 
dengan adanya kenaikan tarif ankuatan umum tersebut. Harga bensin dalam waktu satu setengah 
bulan  naik  dari  Rp.  4,  00  menjadi  Rp.  1000,  00  per  liter.  Melihat  pekambangan  kondisi  ini 
mahasiswa  bersama  dengan  kekuatan-kekuatan  lainya  di  masyarakat  meminta  agar  kebijakan 
ekonomi tersebut ditinjau kembali, akan tetapi segala usaha yang ditempuh gagal bahkan delegasi-
delegasi pemuda diejek oleh menteri-menteri yang bersangkutan (Soe Hok Gie, 1995:5).
Respon mahasiswa yang jelas belum nampak terhadap peristiwa 1 Oktober untuk sementara 
waktu. Ketika Soekarno meminta rakyat tenang justru tentara lebih dahulu memberikan respon atas 
kudeta tersebut. Pengangkatan enam jenazah jenderal dari sumur tua di Lubang Buaya diberitakan 
secara besar-besaran oleh tentara. Kemarahan rakyat terhadap PKI segera dilakukan karena dendam 
sebagia  masyarakat  terhadap PKI,  alasan diperkuat  setelah oleh munculnya  badan  ad hoc yang 
bernama Kesatuan Aksi Pengganyangan PKI – KAP-Gestapu. Badan ini mendapat dukungan dari 
tentara  dan  politikus  muda NU,  Subchan  dan  aktivis  Katolik,  Harry Tjan.  Badan  ini  didirikan 
seecara resmi 3 Oktober dan segera mengadakan rapat perencanaan pengganyangan PKI dan segera 
dilakukan aksi (Harold Crouch, 1970: 57)
Awal Oktober 1965, kelompok mahasiswa anti komunis mencari cara untuk ikut bersuara 
dalam  gelombang  tuduhan  umum  terhadap  PKI.  Organisasi-organisasi  mahasiswa  yang  anti 
Gestapu/PKI  antara  lain  Perhimpunan  Mahasiswa  Katolik  Republik  Indonesia  (PMKRI), 
Sekretariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 
Pergerakan  Mahasiswa  Islam Indonesia  (PMII),  Mahasiswa Pancasila  (Mapancas)  dan  Gerakan 
Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Organisasi-organisasi tersebut mendesak kepada pimpinan 
PPMI yang dikendalikan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan CGMI untuk segera 
mengadakan  konggres,  karena  badan  dan  forum  tertinggi  ex-universitas  tersebut  tetap  tidak 
bersuara mengenai Gestapu/PKI. Hal ini  dikarenakan PPMI menunggu penyelesaian politik dari 
Presiden Soekarno mengenai Gestapu. Ketidakmampuan PPMI menanggapi situasi nasional telah 
mendorong organisasi  mahasiswa anti  Gestapu mengambil  inisiatif  sendiri  dengan mengadakan 
serangkaian  pertemuan  di  markas  besar  PMKRI  dan  markas  besar  Ikatan  Mahasiswa  Jakarta 
(IMADA). Akhirnya Sekretariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL) yang mempunyai 
6 suara di PPMI pada tanggal 20 Oktober 1965 mengirimkan ultimatum kepada pimpinan PPMI 
yang isinya antara lain: 1) dalam waktu 2 minggu PPMI harus berkonggres, dan 2) bila tuntutan ini 
tidak  dipenuhi,  maka  SOMAL akan mengambil  prakarsa  mengadakan konggres  (Yozar  Anwar, 
1984 : 299-300).
Konflik  yang  terjadi  dalam  tubuh  organisasi  mahasiswa  terjadi  karena  perbedaan 
pandangan  mengenai  tindakan  yang  peling  tepat  yang  harus  diambil.  Sebagian  organisasi 
pendukung Soekarno merasa lebih baik menunggu kebijakan dari pemerintah, sebaliknya sebagian 
organisasi  yang  anti  Soekarno  menganggap  Soekarno  harus  bertanggung  jawab  atas  peristiwa 
kegoncangan  politik,  dengan  mengundurkan  diri.  Syarief  Tayeb  selaku  Menteri  Pendidikan 
bertanggung  jawab  menenangkan  mahasiswa,  padahal  dilema  dihadapi  Syarief  Tayeb  sebagai 
seorang  militer  melihat  pembantaian  atas  sesama  anggota  militer,  juga  sebagai  menteri  harus 
bertanggungjawab  kepada  presiden.pada  tanggal  25  Oktober  1965  dibentuklah  Kesatuan  Aksi 
Mahasiswa  Indonesia  (KAMI),  meskipun  GMNI  tidak  bersedia  ikut  dalam anggota  presidium 
(Paget, 1970: 223-224 dalam John Maxwell, 2001: 158). 
Pada awal Januari 1966 Soe Hok Gie mendengar rencana baru untuk menentang kenaikan 
tarif  bis dan dari  seorang temannya,  Ismid Hadad yang bertugas pada Biro Penerangan KAMI, 
berita  yang  diperoleh  bahwa rencana  itu  ditentang  oleh  Komando  Daerah  Militer  Jakarta.  Soe 
memutuskan  untuk  mendukung  rencana  tersebut  dan  segera  mendiskusikan  dengan  teman-
temannya di Rawamangun kelompok tersebut dengan antusias mendukung rencana long march dari 
kampus  pusat  UI  Salemba  ke  kampus  UI  di  Rawamangun  untuk  menarik  perhatian  terhadap 
naiknya tarif bis dan harga minyak. Soe bersama kawannya Herman Lantang segera pergi kerumah 
Drs. Nugroho Notosusano untuk meminta persetujuan atas aksi yang akan mereka lakukan bersama 
KAMI pusat (John Maxwell, , 2001: 165).
Akhirnya  pada  tanggal  10  Januari  1966,  beberapa  ribu  mahasiswa  telah  melakukan 
demonstrasi  ke  Sekretariat  negara  untuk  memprotes  kenaikan  harga,  dan  meminta  kebijakan 
moneter ditinjau kembali. Di sana mereka bukan diterima baik-baik namun diterima dengan panser 
dan bayonet. Hanya berkat disiplin yang tinggi dari mahasiswa yang membuat tidak terjadi suatu 
insiden. Dr. Chaerul Saleh menolak manemuai mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiawa tidak mau 
pulang. Mereka bersembahyang di jalan-jalan raya, sambil menantikan Dr Chaerul Saleh keluar 
kantor, akhirnya pada pukul 16.00 chaerul Saleh keluar dan membuat pidato pendek. Mahasiswa-
mahasiswa bubar dan setelah itu maletuslah demonstrasi-demonterasi  mahasiswa (Soe Hok Gie, 
1995 : 5).
Rangkaian peristiwa-peristiwa selanjutnya terjadi sehari kemudian, 11 Januari, sekelompok 
mahasiswa  berjumlah  lima  puluh  orang  dari  Fakultas  Sastra  yang  dipimpin  Soe  Hok  Gie  dan 
Herman Lantang bergerak  menuju Rawamangun dari  kampus UI pusat  sejauh empat  kilometer 
untuk  mengacaukan  lalu-lintas  disepanjang  jalan  yang  mereka  lalui.  Rawamangun  diadakan 
pertemuan  mahasiswa  yng  dihadiri  seluruh  mahasiswa.  Dalam  rapat  ini  soe  memberikan 
pengumuman bahwa rencana senat untuk mengadakan demonstrasi selama sepekan sebagian telah 
diputuskan sehari sebelumnya. Sebuah kontingen yang lebih besar melakukan perjalanan kembali 
ke Salemba mereka berjumlah sekitar dua ratus orang. Mereka sampai di sana kemudian bergabung 
dengan kelompok mahasiwa lain yang melakukan aksi serupa. Aktivitas lalu lintas disekitar kampus 
UI dihambat, kendaraan yang lewat dicoret-coret dengan tulisan antipemerintah dan slogan Tritura 
(Jhon Maxwell, 2001: 167). Sebagai arsitek dari aksi ini Soe Hok gie juga mempunyai tujuan  agar 
masyarakat luas mengetahui bahwa mahasiswa tidak hidup di menara gading seperti yang diduga 
orang. Kebangkitan mahasiswa untuk melakukan long march menunjukan bahwa mahasiswa adalah 
“the happy selected few” yang dapat  kuliah oleh karena itu  harus melibatkan diri  dalam usaha 
memperbaiki bangsanya (Soe Hok Gie, 1983 :168).
Tanggal 11 Maret 1966 merupakan puncak dari periode yang penuh kerusuhan. Presiden 
Soekarno  mengadakan  Rapat  Komando  Ganyang  Malaysia  (KOGAM)  dan  Sidang  Paripurna 
Kabinet Dwikora di Istana Merdeka. Para mahasiswa kembali melakukan pemblokiran jalan dengan 
mengempesi  ban-ban  mobil  untuk  mencegah  para  menteri  menuju  Istana,  namun  para  menteri 
berhasil  lolos,  setelah  diangkut  dengan  helikopter.  Presiden  memberi  ultimatum  kepada  para 
menteri supaya memberi dukungan atau jika tidak, lebih baik mengundurkan diri. Di tengah sidang, 
Presiden Soekarno memperoleh kabar bahwa Istana telah dikepung enam batalyon Siliwangi dan 
tiga kompi pasukan yang tak dikenal. Hal tersebut membuat Presiden Soekarno bersama Soebandrio 
dan  Chaerul  Shaleh  bergegas  meninggalkan  Istana  Jakarta  menuju  Istana  Bogor  menggunakan 
helikopter. (Ohiao Halawa, 1996 : 33). Atas perintah LetJend Soeharto, tiga orang jendral menyusul 
Presiden Soekarno untuk mengadakan suatu “pembicaraan”. Ketiga jendral tersebut adalah Menteri 
Urusan Veteran,  Mayjen Basuki Rachmat,  Menteri  Perindustrian Dasar,  Mayjend M. Jusuf;  dan 
Pangdam V/Jaya  Brigjend Amirmachmud.  Akhirnya  Presiden  Soekarno memberikan  wewenang 
kepada Jendral  Soeharto untuk mengambil  langkah-langkah yang perlu,  bagi  pulihnya  stabilitas 
negara. (Ulf Sundhausen, 1986 : 408).
Tanggal  12  Januari  beberapa  puluh  ribu  mahasiswa  telah  berjalan  kaki  dari  kampus 
Universitas Indonesia dari kampus Salemba ke kantor DPR-GR di Senayan yang kurang lebih 15 
km  jauhnya.  Di  bawah  terik  matahari  mereka  manyampaikan  tututannya  kepada  “wakil-wakil 
rakyat”.  Mahasiswa  diterima  oleh  Arudji  Karta  winata  yang  akan  memnyampaikan  tuntutan 
mahasiswa  kepada  presiden  (Soe  Hok  Gie,  1995:5).  Sementara  itu  rakyat  Ibu  Kota  sudah 
memenuhi jalan-jalan yang akan dilalui oleh pawai besar “pamer kekuatan” (show of force) yang 
dilakukan ABRI, khususnya pasukan RPKAD dan pasukan Kujang dari Divisi Siliwangi. Perhatian 
masyarakat juga tertuju pada para mahasiswa KAMI yang terbagi dalam kesatuan-kesatuan Laskar 
Ampera  dengan menaiki  barisan  panser  dan  tank-tank  raksasa,  sambil  mengibarkan panji-panji 
KAMI sebagai tanda kemenangan (Soegiarso, 1988 : 311).
Tanggal 13 Januari Soe Hok Gie dan sebagian mahasiswa dari Fakultas Psikologi dan Sastra 
melakukan  aksi  bersepeda  sambil  bernyanyi  mengumandangkan  slogan  penentangan  terhadap 
pemerintah  juga  menempelkan  pesan-pesan  Tritura  kepada  masyarakat.  Tujuan  lainya  adalah 
mengacakuakan lalu lintas guna memperoleh perhatian lebih serius oleh pemerintah (John Maxwell, 
2001: 173). Presiden Soekarno juga melakukan usaha menyerang balik gerakan mahasiswa tersebut, 
dengan mengundang dan mempertemukan mahasiswa dengan param menteri yang menjadi sasaran 
demonstrasi. Tujuannya jelas karena sebagian besar mahasiswa adalah keturunan Jawa rasa segan 
terjadi  dalam  pertemuan  itu.  Justru  sebagian  mahasiswa  non  Jawa  mampu  membangkitkan 
semangat mahasiswa lainya untuk berani mengeluarkan pendapat. Sebaliknya para menteri hanya 
menjadi pendengar pidato Soekarno dengan tidak menggubris resolusi yang ditawarkan mahasiswa 
mengenai  pembubaran  PKI  dan  penurunan  harga.  Malam  harinya  Soe  Hok  Gie  tidak  mau 
melewatkan waktu begitu saja, ia mengisi waktu dengan menulis beberapa artikel (karena malam itu 
Soe  menginap  di  Kompas)  mengenai  gerakan  mahasiswa  agar  tetap  memperjuangkan  amanat 
rakyat. Segera artikel tersebut yang berisi alasan gerakan mahasiswa yang tentang mulai menurunya 
intensitas  gerakan  mahasiswa.  Alasan  Soe  Hok  Gie  menulis  artikel  ini  agar  mahasiswa  tetap  
meneruskan gerakannya bukan hanya karena alasan menuntut penurunan harga bensin tetapi juga 
harus dilandasi  pembelaan kebenaran dan keadilan. Artikel tersebut ditolak redaksi kompas Soe 
Hok  Gie  dengan  alasan  membahayakan  posisi  koran  yang  menerbitkan  dan  akan  berpotensi 
menyebabkan kekacauan yang lebih besar (Soe Hok Gie, 1983: 181)  
Dalam media mingguan “Mahasiswa Indonesia”,  dimuat atau diberitakan tentang tulisan 
yang lebih  berani  menyerang kewibawaan politik  Presiden  Soekarno.  Contoh:  No.1,  Juni  1966 
“Jabatan  Presiden  Seumur  Hidup  Inkonstitusional”;  No.10  Agustus  1966  “Bung  Karno  Tak 
Dipercayai Lagi”; No.14, September 1966 “Bung Karno Harus Ke Mahmilub, Terlibat Subversi dan 
Beri Angin Gestapu”. (Francois Raillon, 1985 : 47). Media elekronik yang digunakan oleh KAMI 
adalah dengan mendirikan transmisi  radio gelap pada akhir  Februari,  yang diberi  nama “Radio 
Ampera”.  Radio  tersebut  dalam  waktu  seminggu  menjadi  pusat  perhatian  masyarakat  Jakarta, 
sebagai saingan Radio Republik Indonesia (RRI) yang masih berada di bawah kendali pendukung 
Soekarno.  Radio  Ampera  menyiarkan  pandangan-pandangan  dan  laporan  versi  KAMI  sendiri. 
Melalui  Radio  Ampera  ini,  KAMI  melakukan  sejumlah  kecaman  dan  kritikan  tajam  terhadap 
Presiden Soekarno. Contoh siaran: 11 Maret 1966 “Radio Ampera Menggugat”; 15 Maret 1966 
“Maklumat  Presiden,  MPRS  dan  Tuntutan  Rakjat”;  dan  23  April  1966  “Setiap  Diktator  Akan 
Diganjang Rakjat”. (John Maxwell, 2001 : 213). Seperti diuraikan Soe Hok Gie (1995 : 17) tentang 
siaran Radio Ampera:
 
Ia berbicara secara jujur tentang berbagai persoalan. Ia menyerang Soekarno (pada waktu 
semua orang masih pura-pura menjilatnya), ia menyerang Ruslan Abdulgani dan Leimena 
(yang masih jadi Waperdam), ia menyerang Ibnu Sutowo (yang dianggap korupsi). Ia juga 
menggugat Mas Agung, Darmosugondo, Hartini dan semuanya yang dianggap tidak benar.
 
Pada  tanggal  18  Maret  1966  Letjend  Soeharto  segera  merespon  tuntutan  mahasiswa, 
dengan mengambil tindakan pengamanan (penahanan) terhadap 15 orang menteri yang terindikasi 
dalam petualangan Gestapu/PKI atau  yang diragukan iktikad baiknya  dalam menjalankan tugas 
sebagai  pembantu  Presiden.  Atas  nama  Presiden  Soekarno,  Letjent  Soeharto  mengumumkan 
Pengumuman Presiden No. 5. Dari ke-24 menteri yang menjadi daftar hitam untuk diretool oleh 
KAMI, hanya 15 menteri yang diretool  dan ditahan, antara lain: 1) Dr. Subandrio, 2) Dr. Chairul 
Saleh, 3) Ir. Setiadi, 4) Drs. Soemardjo, 5) Oei Tjoe Tat, S.H, 6) Ir. Surachman, 7) Jusuf Muda 
Dalam, 8)  Armunanto,  9)  Sutomo Martopradopo,  10)  Astrawinata,  S.H,  11)  Achmadi,  12)  Drs. 
Achadi, 13) Letkol Imam Sjfi’ie, 14) J. Tumakaka, dan 15) Dr. Sumarno. (Sketsamasa No. 34 Th. 
X, Mei 1966 : 6). Pada waktu yang sama MPRS melakukan pemecatan terhadap anggota PKI dan 
simpatisan-simpastisannya.  DPR-GR  juga  melakukan  pemecatan  terhadap  63  anggota  PKI. 
Sementara di pihak Kepolisian juga mengadakan pembersihan dengan membebastugaskan sebanyak 
384 anggota Kepolisian dan 49 karyawan sipil  yang bekerja  pada dinas  Kepolisian.  (Soegiarso 
Soerojo, 1988 : 314)
Langkah-langkah  Letjend  Soeharto  berikutnya,  Seperti  yang  diungkapkan  Roeslan 
Abdulgani  (2002 :  82) bahwa “Pada tanggal 18 Maret  ia menyusun suatu kabinet  baru dengan 
Soekarno sebagai perdana menteri. Ia juga menyarankan enam orang wakil perdana menteri, yakni 
Soeharto sendiri, Sultan Yogya, Adam Malik, Leimena, Idham Khalid, dan saya sendiri”. Kabinet 
baru yang disusun itu diberi nama “Kabinet Dwikora yang lebih disempurnakan”. 
Keesokan  harinya,  Resimen  Cakrabirawa  dibubarkan  dan  digantikan  oleh  Polisi  Militer 
Angkatan  Darat.  (Ulf  Sundhausen,  1986  :  409).  Pada  bulan  April  1966,  Angkatan  Darat 
melancarkan  gerakan  kembali  ke  UUD  1945  secara  murni  dan  konsekuen,  yang  kemudian 
mendapat bentuk sebagai Orde Baru (Orba) lawan dari Orde Lama (Orla) yaitu orde yang telah 
menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945. (G. Moedjanto, 1988 : 148).
 Mahasiswa  segera  mengadakan  konsolidasi  dan  mendesak  MPRS  segera  mengadakan 
Sidang  Istimewa  untuk  meminta  pertanggungjawaban  Presiden  Soekarno.  Desakan  mahasiswa 
tersebut segera direspon oleh Jenderal Soeharto sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sejak 11 
Maret  1966  dengan  menggunakan  MPRS  sebagai  sarana  utama  untuk  memperkuat  posisi  dan 
legalitas  politiknya,  dan  sekaligus  melakukan  “de-Soekarnoisasi”,  di  samping  melalui  aksi-aksi 
“Parlemen  Jalanan”.  (Yahya  Muhaimin,  1982  :  217).  Sidang  Umum  MPRS  ke  IV  kemudian 
dipercepat dan ditetapkan tanggal sidang yaitu tanggal 20 Juni – 5 Juli 1966. Kekalahan kekuasaan 
politik dirasakan Presiden Soekarno untuk yang kedua kalinya, yang pertama kalahnya kekuasaan 
eksekutif dari Letjend Soeharto dan yang kedua kalahnya kekuasaan legislatif dari Jendral A.H. 
Nasution, yang terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Sidang Umum MPRS ke IV.
Sidang  Umum  MPRS  tersebut  berhasil  membuat  ketetapan-ketetapan  MPRS  yang 
menyangkut penguatan peranan politik Angkatan Darat pada umumnya dan Jendral Soeharto pada 
khususnya,  serta  mengurangi  kekuasaan  politik  Presiden  Soekarno.  Ketetapan-ketetapan  MPRS 
yang penting tersebut antara lain:
1)   TAP No. IX/MPRS/1966 berisi pengukuhan mandat yang diberikan Presiden Soekarno kepada 
Letjend Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Hal ini dimaksudkan agar Presiden Soekarno 
tidak bisa mencabut kembali mandat tersebut.
2)    TAP  No.  XV/MPRS/1966  berisi  pemberian  kekuasaan  kepada  Jendral  Soeharto  untuk 
memegang jabatan Presiden, jika sewaktu-waktu Presiden berhalangan.
3)    TAP No.  XXV/MPRS/1966  berisi  pengukuhan  atas  pembubaran  PKI  dan  ormas-ormasnya 
serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia.
4)    TAP  No.  XVIII/MPRS/1966  berisi  pencabutan  TAP  No.  III/MPRS/  1963  yang  berisi 
pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
5)   TAP  No.  XIII/MPRS/1966  berisi  pemberian  kekuasaan  kepada  Jendral  Soeharto  untuk 
membentuk Kabinet Ampera dengan tujuan pokok Dwidharma dan programnya Catur Karya. 
Tujuan  pokok  Dwidharma  yaitu  menciptakan  kestabilan  politik  dan  kestabilan  ekonomi, 
sedangkan  program  Catur  Karya  yaitu:  1)  Memenuhi  sandang  pangan,  2)  Melaksanakan 
pemilihan umum, 3) Politik luar negeri bebas aktif, dan 4) Melanjutkan perjuangan melawan 
kolonialisme dan imperialisme. (G. Moedjanto, 1988 : 148).
Dalam  Sidang  Umum  MPRS  1966  Presiden  Soekarno  diminta  memberi 
pertanggungjawaban  atas  terjadinya  pemberontakan  Gestapu,  kemerosotan  ekonomi  dan  moral. 
Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS itu dalam pidatonya pada tanggal 22 Juni 1966 
yang  diberi  judul  Nawaksara  (9  pokok  uraian).  Sidang  Umum  MPRS  kurang  puas  dengan 
Nawaksara, karena isinya tidak jelas dan Presiden tetap tidak mau mengutuk Gestapu/PKI, serta 
tidak memberikan keterangan yang memuaskan tentang kemerosotan ekonomi dan kemerosotan 
moral. Oleh karena itu MPRS meminta agar Presiden mau melengkapi kekurangan dan kesalahan 
Nawaksara. (Yozar Anwar, 1984 : 351).
Menyadari bahwa kedudukannya sudah goyah, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Februari 1967 
mengumumkan :
Kami Presiden Republik Indonesia/ Mandataris MPRS/ Panglima Tertinggi ABRI, terhitung 
mulai hari ini menjerahkan kekuasaan Pemerintahan kepada  Pengemban ketetapan MPRS 
No. IX/ MPRS/ 66 Djenderal TNI Suharto, sesuai dengan djiwa Ketetapan MPRS No. XV/ 
MPRS/ 66 dgn tidak mengurangi maksud dan djiwa UUD 45 (Pengumuman Presiden 
Soekarno, 20 Februari 1967 : 1). 
 
Meskipun  demikian  Sidang  Istimewa  MPRS  tetap  berlangsung.  Jenderal  Soeharto 
memenuhi  resolusi  DPR-GR  dan  permintaan  MPRS  dengan  menerangkan  bahwa  Presiden 
Soekarno bukan komunis, tetapi karena keyakinan pada Nasakom, Presiden menjadi pelindung dan 
pembela PKI (Yozar Anwar, 1984 : 355).
Akhirnya  berdasarkan  pertanggungjawaban  Presiden  Soekarno  yang  dinilai  tidak 
memuaskan  MPRS  dan  berdasarkan  laporan  Jendral  Soeharto,  maka  MPRS  mengeluarkan 
keputusan berupa TAP No. XXXIII/ MPRS/ 1967 yang dinyatakan mulai berlaku 22 Februari 1967. 
Isi Ketetapan tersebut adalah: 1) Mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno, 2) Melarang 
Ir.  Soekarno melakukan kegiatan  politik  sampai  pemilu  yang akan datang,  dan  3)  Menetapkan 
Jendral Soeharto menjadi Pejabat Presiden (G. Moedjanto, 1988 : 149).
Pasca pengangkatan Suharto sebagai presiden situasi kampus UI mulai diaktifkan kembali, 
tepatnya pada awal April 1967. kegiatan akademik mahasiswa pun mulai dijalankan, Soe Hok Gie 
merupakan  tokoh  yang  mengkampanyakan  agar  mahasiswa  kembali  ke  tugas  awalnya  untuk 
meneruskan  studi.  Meskipun  sebagian  mahasiswa  justru  aktif  dalam kegiatan  politik  nasional, 
awalnya  ia  menganggap  bahwa  fenomena  ini  hanya  yang  tidak  akan  bertahan  lama  karena 
mahasiswa  bukan  sebagai  kekuatan  politik  yang  permanen.  Kesempatan  yang  ada  ternyata 
dimanfaatkan sebagian mahasiswa sebagai  pahlawan atas  kejatuhan Soekarno untuk mengambil 
keuntungan dalam kursi politik (John Maxwell, 2001: 252). 
 
C.Perubahan yang Terjadi Setelah Jatuhnya Orde Lama Terhadap Kondisi Politik 
danGerakan Mahasiswa 
Peristiwa  11  Maret  sangat  mengejutkan  merupakan  titik  balik  genting  dalam  politik 
Indonesia. Menghadapi situasi Jakarta yang semakin kacau dan terancam kelompok antikomunis 
garis  keras  dalam  tubuh  tentara,  Presiden  Sukarno  melarikan  diri  ke  Bogor.  Malam  harinya 
Soekarno  akhirnya  memberikan  mandat  kekuasaan  sementara  kepada  Mayor  Jenderal  Suharto. 
Inisiatif  politik  berada  di  tangan  Angkatan  Darat  dan  dimulailah  era  baru  dalam  perpolitikan 
Indonesia dimana dominasi militer pada pemerintahan adalah yang dominan. 12 Maret 1966 Mayor 
Jenderal  Soeharto menggunakan Surat  Perintah  Sebelas  Maret  (Supersemar)  untuk  memberikan 
larangan atas PKI dan seluruh organisasi yang berafiliasi atas nama Presiden Soekarno. 
Ada dua alasan penting gerakan mahasiswa `66 dalam perubahan politik,  yaitu  pertama, 
unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa merupakan provokasi, maka mereka berhasil memancing dan 
dan menimbulkan suasana yang memungkinkan terjadinya perubahan kekuasaan. Meskipun tidak 
lepas dari peranan militer, namun mahasiswa melalui kondisi politik yang dibuat mahasiswa ahirnya 
keluarlah surat perintah sebelas Maret kepada Soeharto. Kondisi politik tersebut memungkinkan 
militer memperoleh peluang yang sangat terbuka untuk mendesak Soekarno memberikan kekuasaan 
kepada militer, dan setelah kelarnya Supersemar ituah militer berani secara terbuka mengambil alih 
kekuasaan.  Kedua,  konsep  Tritura  yang  dilandasi  kondisi  obyektif  yaitu  pengaruh  PKI  yang 
dilindungi Soekarno mencoba mendominasi politik salah satunya menindas mahasiswa yang anti-
PKI (KAMI) dan tragedi G 30 S, oleh karena itu menuntut pembubaran PKI dan seluruh eksponen 
pendukungnya.  Kondisi  ekonomi  yang  tidak  semakin  membaik  menyebabkan  krisis  yang 
berkepanjangan mengakibatkan penderitaan di masyarakat (Marsilam Simanuntak, 1973 : 30). 
Maret  1966 PKI mulai  tercerai  berai  karena  seluruh  aspek pendukung PKI  dihancurkan 
tentara dan massa. Tindakan politik Soeharto ini merupakan langkah politik awal yang memang 
medapatkan dukungan luas dari mahasiswa dan masyarakat Indonesia umumnya, karena memang 
sesuai  dengan  kampanye  Tritura  yang  disuarakan  mahasiswa.  Tindakan  pembasmian  PKI  oleh 
pemerintah merupakan tindakan yang penting secara simbolis berarti pemerintah sendirilah yang 
mengakhiri gagasan Nasakom, yeng merupakan cita-cita ideologis utama demokrasi terpimpin yang 
memberikan  legitimasi  penuh  pada  komunisme.  Pengumunman  pemerintah  tentang  pelarangan 
komunis  merupakan  penghancuran  secara  resmi  struktur  Demokrasi  Terpimpin.  Meskipun 
demikian,  Soekarno merupakan sosok yang masih mempunyai  kekuatan  yan  perlu  diperhatikan 
secara  politik  karena  kharisma  dan  dukungan  dari  pemerintahan,  birokrasi,  partai  politik  dan 
kelompok-kelompok tertentu dalam angkatan bersejata miasalnya Angkatan laut Ankatan Udara dan 
kepolisian. Kekuatan inilah yang dikhawatirkan akan menghalangi proses reformasi yang sedang 
berlangsung (Harold Crouch, 1978: 197-199).
Akhir  tahun  1967  Soe  Hok  Gie  melihat  ketidak  seriusan  Soeharto  dalam  melakukan 
reformasi politik, hal ini terbukti dengan banyaknya tokoh Orde Lama yang masih bertahan dalam 
pemerintahan,  dan  tanda-tanda  meningkatnya  intoleransi  dan  penindasan  terhadap  masyarakat. 
Posisi Soeharto sebagai representasi ABRI kala itu sangat kuat dan didaulat sebagai Presiden RI 
setelah Soekarno. Pasca terpilihnya Soeharto militer mulai menguatkan cengkeramannya dalam lini 
kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dibentuknya  infrastruktur  militer  hingga  tingkat  babinsa 
menunjukkan perlunya pengamanan pemerintahan melalui doktrinasi pada rakyat (Republika. on 
line).
Posisi  politik  Soe Hok Gie pada tahun 1967 tidak jelas  terlihat,  karena dalam beberapa 
tulisannya tidak menunjukan partisipasinya dalam bidang politik. Justru dalam kurun waktu ini ia 
sangat rajin menjasi kontributor untuk koran Kompas dan Sinar Harapan. Artikel-artikel tulisannya 
banyak menghiasi halaman media massa tersebut. Dalam periode ini tulisannya jelas memberikan 
pengamatan  yang  seksama  terhadap  kemajuan  politik  yang  dilakukan  Orde  Baru.  Dalam 
menuliskan artikel selalu dicantumkan identitasnya dengan jelas menanggapi pemerintahan yang 
baru lahir. Beberapa hal yang dia anggap janggal mengenai arah kebijakan Orde Baru dituliskan 
dengan jujur dan tajam sebagai ciri khas tulisannya. Hal ini bisa terjadi ditunjang kebebasan pers 
yang terjadi pada masa tersebut. Semua hasil pemikiran Soe Hok Gie dituliskan dalam beberapa 
harian, mulai dari perubahan peran mahasiswa hingga berbagai kejadian yang ia simak pada masa 
peralihan tersebut. 
Pada harian mahasiswa Indonesia Soe Hok Gie menuliskan artikel mengenai semua hasil 
pengamatannya. Soe Hok Gie melihat kejanggalan dari pemerintah ketika terjadi pembantaian dari 
banyak anggota PKI atau orang-orang yang belum jelas kesalahannya, meskipun ia sendiri juga 
tidak  membenarkan tindakan yang  dilakukan PKI  pada  akhir  tahun  1965.  Isu  yang  jelas  tidak 
menarik untuk diungkap karena trauma akibat keganasan PKI pada masa jayanya. Namun, sebagai 
seorang  manusia  yang  bermoral  dan  mempunyai  tingkat  sensitifitas  tinggi  Soe  Hok  Gie 
menganggap bahwa tindakan itu telah keluar dari jalur kemanuasiaan (Soe Hok Gie, 1995 : 161)
Pembunuhan yang telah dimulai pada akhir Oktober 1965 berpusat di kota-kota kecil dan 
pedesaan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali telah menghilangkan banyak nyawa yang belum 
jelas  kesalahannya.  Peristiwa pembunuhan massal  oleh  tentara  ini  lebih  detail  di  jelaskan pada 
peristiwa pembantaian di Purwodadai Jawa Tengah dan pembunuhan kurang lebih delapan puluh 
ribu simpatisan PKI di Bali (Cribb, 1990 : 195). 
Pembunuhan yang dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan tersebut  Namun usaha yang 
dilakukan tersebut kurang mendapat respon karena alasan yang sangat wajar karena PKI pada saat 
itu adalah lawan yang harus dihancurkan apapun alasanya. Pertimbangan lain karena apabila hal ini 
terlalu banyak diungkap maka akan membahayakan stabilitas politik yang coba dirintis Orde Baru 
walaupun jelas  bahwa hal  tersebut  melanggar  hak asasi  manusia  untuk  mendapat  perlindungan 
hukum. Hal lain yang ditujukan sebagian besar mahasiswa justru atas kemenangannya menjatuhkan 
rezim Soekarno. 
Pergolakan politik yang mengguncang Indonesia sepanjang tahun 1966 telah mengacaukan 
sistem  pendidikan  di  Indonesia.  Di  Jakarta  banyak  sekolah  dan  insitusi  pendidikan  tinggi 
mengalami kekacauan karena mahasiswa dan pelajar terlibat dalam aksi massa dan demonstrasi atau 
juga sebagian hanya mengamati perkembangan politik yang terus mengalami perubahan, bahkan 
sebagian mahasiswa terlibat dalam arus politk praktis. Universitas Indonesia sebagai pusat kegiatan 
dan aktivitas mahasiswa Jakarta dalam melakukan aksi menuntut Tritura, maka kegiatan akademik 
dan perkuliahan menjadi kacau balau. Rektor UI Profesor Sumantri Brodjonegoro mengumumkan 
pengaktifan kembali kampus pada bulan April,  namun dibutuhkan waktu yang relatif  lama agar 
kegiatan kampus dapat berjalan kembali secara lancar bahkan pada awal tahun 1967 (Soe Hok Gie, 
1995: 134).  
Mahasiswa yang mempunyai pertisipasi yang memang signifikan dalam proses kejatuhan 
Orde Lama mulai membicarakan kemitraan dengan ABRI. Bagi Soe Hok Gie peristiwa 11 dan 12 
Maret  membuatnya  optimis  namun  tetap  menyikapi  perkembangan  situasi  dengan  berhati-hati. 
Sebagi  seorang  yang  berkomitmen  menggulingkan  Soekarno  dan  pemerintahan  Demokrasi 
Terpimpin yang akan segera lenyap maka timbul harapan untuk lahirnya pemerintahan yang lebih 
terbuka, bebas dan demokratis. Cara yang dilakukan adalah mendukung Soeharto untuk melakukan 
tindakan  tegas  tanpa  kompromi  kepada  Soekarno  dan  semua  pendukungnya  untuk  segera 
melaksanakan reformasi struktural (John Maxwell, 2001: 229).   
Setelah terjadinya peristiwa 11 Maret 1966 yang ditandai dengan munculnya Supersemar, 
kelompok-kelompok pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI mencoba membangun 
kembali organisasi kesatuan mahasiswa atau PPMI yang telah terpecah oleh pengaruh politik pada 
masa  peralihan  yaitu  CGMI  dan  GMNI  yang  menjadi  pendukung  PKI.  KAMI  mencoba 
membangun organisasi dan memperkuat diri mereka dengan menerbitkan sebuah koran yang nanti 
menjadi  menandai  awal  berdirinya  pers  dalam dunia  mahasiswa.  Koran  pertama  yang  mereka 
terbitkan pertama dengan dengan nama “Mahasiawa Indonesia” yang didirikan tiga orang, yaitu 
Ryandi S, Awan Karmawan Burhan dan Iwan Ramelan (Rahman Toleng, yang merupakan aktivis 
GMSos Cabang Bandung dan sekaligus penggerak mahasiswa Bandung dalam usaha penggulingan 
CGMI. Rahmad Toleng merupakan motor penggerak dari koran Mahasiswa Indonesia. Tujuan dari 
penerbitan  koran  Mahasiswa  Indonesia  adalah  untuk  memberikan  pendidikan  tentang  Pancasila 
(Insan  Pancasilais)  dalam  dunia  mahasiswa.  Selain  itu  untuk  memupuk  dan  asas  demokrasi, 
progesif,  revolusioner  serta  turut  melaksanakan Amanat  Penderitaan  Rakyat  (Francoise Raillon, 
1985: 39). 
Kelahiran koran mahasiswa Indonesia banyak melibatkan tokoh-tokoh terutama dari pendiri 
Orde Baru, seperti Deputi Menteri Perguruan Tinggi Mashoeri dalam acara peluncuran pertama kali 
Koran Mahasiswa Indonesia yang dalam sambutannya mengatakan “Bahwa mahasiswa selain tokoh 
intelektual juga sebagai pembawa aspirasi rakyat, yang berani menyuarakan kebenaran, keadilan 
dan demokrasi”. Tokoh Orde Baru yaitun Kepala Staf TNI Angkatan Darat Mayor Jendral H. R. 
Darsono,  mengatakan bahwa “  Mahasiswa  harus  berani  mengadakan koreksi,  berani  menunjuk 
setiap penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi sepajang koreksi tersebut sehat 
dan  konstruktif.  Mahasiswa  angkatan  66  merupakan  salah  satu  Angkatan  pendobrak  terhadap 
pemerintahan yang  otoriter  dan  tidak  menjalankan  UUD 45 secara  murni  dan  kosekuen.  Akan 
tetapi, mahasiswa angkatan `66 juga merupakan satu kelompok yang dijadikan militer (Angkatan 
Darat)  pimpinan  Mayor  Jendral  Soeharto  untuk  naik  ketampuk  pimpinan  Negara  Kesatuan 
Republik Indonesia. Karena itu tanpa disadari dalam setiap ruang geraknya, militer selalu masuk 
dalam dalam dunia kemahasiswaan. Militer  berada di belakang mahasiswa ketiaka terkjadi aksi 
pembersihan ormas-ormas yang berafiliasi terhadap PKI termasuk CGMI di daerah-daerah ( PPW-
LIPI, 1998: 121).
Kerjasama yang dilakukan sejak awal perjuangan menjatuhkan pemerintahan Orde Lama 
berlanjut pada masa awal Orde Baru. Latar belakangnya juga sama yaitu kesamaan kepentingan, 
masisng-masing pihak mempunyai kepentingan masing-masing yang saling berkaitan. Kerjasama di 
tingkat  yang  lebih  tinggi  antara  para  ilmuwan  diantaranya  kelompok  pengajar  dari  Fakultas 
Ekonomi UI (FE UI) dimana para ilmuwan tersebut diefektifkan pemerinta Orde Baru (yang berasal 
dari  golongan  militer)  untuk  membangun  ekonomi  yang  kacau  karena  kebijakan  pemerintah 
sebelumnya, selain membagun  image internasional bahwa pemerintah baru tersebut memperoleh 
dukungan dari berbagai pihak. Tahun 1968 Rektor UI Prof. Dr. Sumantri Brodjonegoro diangkat 
sebagai Menteri Pertambangan, Dr. Sumitro Djojhadikusumo sebagai Menteri Perdagangan (tokoh 
senior dalam FE UI), Prof. Dr. Ali Wardhana sebagai Menteri Keuangan (Dekan FE UI). Kredit 
Luar Negeri dapat segera cair dengan lancar dan pemerintah merasa aman dengan adanya tokoh 
tersebut dalam pemerintahan bukan sebagai golongan oposisi yang setiap saat bisa membahayakan 
stabilitas  nasional  yang  merupakan  syarat  mutlak  lancarnya  kebijakan  (Mahasiswa  
Indonesia, 18 Mei 1969). Pengaruh para petinggi kampus ini jelas memperkuat peranan mahasiswa 
yang ada dilingkaran politik Orde Baru. Dilain pihak pengaruh politik didalam universitas pun juga 
semakin tinggi (Soe Hok Gie, 1995 : 55). 
Aspek lain yang memprihatinkan adalah kekhawaatiran atas tindakan KAMI yang merasa 
merupakan perwakilan dari seluruh suara mahasiswa, padahal KAMI hanya organisasi yang bersifat 
longgar  atas  koalisi  organisasi-organisasi  luar  kampus.  Memang  pada  awal  tahun  1966  KAMI 
mampu  menunjukan  peranya  sebagai  pemrakarsa  gerakan  mahasiswa,  namun  Soe  Hok  Gie 
meragukan eksistensi  idealisme KAMI. Hal ini  terlihat ketika Gie dan sebagian lain mahasiswa 
mengajak mahasiswa agar kembali ke kampus justru sebagian pentolan KAMI melakukan manuver 
agar memperoleh tempat permanen dalam forum politik Orde Baru (John Maxwell, 2001: 297)
KAMI sebagai  motor  penggerak perubahan politik  berhasil  melakukan tugasnya  sebagai 
agen  perubahan  ditandai  mampu  menggulingkan  pemerintahan  Soekarno.  Keberhasilan  KAMI  
merupakan usaha yang dilakukan melalui partnership nya dengan militer terutama Angkatan Darat 
yang  memang  berseberangan  pemikiran  dengan  Soekarno.  Jenderal  Soeharto  yang  telah 
mengambilalih  kekuasaan  melakukan  konsolidasi  pemerintahan  dengan  melibatkan  berbagai 
eksponen  pendukung  lahirnya  Orde  Baru  termasuk  didalamnya  mahasiswa.sementaraitu,  dalam 
kalangan mahasiswa sendiri terjadi perpecahan yang disebabka aliran politik ataupun cara pandang 
yang  berbeda  dan  aplikasi  gerakan  dalam  merespon  kondisi  pilitik  pemerintahan  yang  baru. 
Gerakan Mahasiswa Sosialis merupakan salah satu dari beberapa kelompok organisasi mahasiswa 
yang  merupakan  pendiri  KAMI  terjadi  perpecahan  juga.  Sebagian  dari  mereka  ingin 
mempertahankan idelaismenya dengan memilih jalur berada diluar kakuasaan sebagai moral force, 
sebagian  lagi  bersedia  diajak  berkonsolidasi  dengan  pemerintahan  Orde  Baru  dengan  menjadi 
anggota DPR-GR mewakili mahasiswa. Beberapa aktifis KAMI yang masuk dalam pemerintahan 
Orde Baru yaitu, Cosmas Batubara (KAMI-Jakarta), Fahmi Idris (KAMI-Jakarta), Mari`e Muhamad 
(HMI), Sofyan Wanandi (Lim Bian Koen-KAMI), Rachmad Toeleng (GMSos), Zamroni (KAMI), 
Ismed  Hadad  (KAMI),  Soegeng  Sarjadi  (KAMI),  nono  Anwar  Makarim  (KAMI),  Slamet 
Sukirmanto (KAMI), Adi Sasono (HMI), Suryadi (KAMI), Hary Tjan Silalahi (PMKRI), David 
Napitupulu (KAMI), Wimar Witoelar (KAMI), Abdul Ghafur (KAMI), Yusuf Wanandi (KAMI), 
Firdaus Wadjdi (KAMI) (Forum Keadilan, 1988: 15-16). 
Sebagai  anggota  parlemen  mereka  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  anggota-anggota 
parlemen yang lain. Anggota parlemen dari mahasiswa memperoleh fasilitas hadiah mobil Holden 
keluaran  terbaru  dengan  harga  yang  sangat  murah,  tiket  kereta  api  dan  kapal  terbang  gratis, 
berkesempatan piknik ke luar negeri dengan alasan misi parlemen dan berbagai fasilitas lain yang 
jesa membuat sebagian dari mereka kaya secara mendadak. Mahasiswa yang dulu marah dengan 
para  pemimpin  yang  memanfaatkan  jabatan  untuk  kepentingan  pribadi  telah  dijebak  golongan 
vested  interest dan  akhirnya  menjadi  korban  politik  guna  memuluskan  kepentingan  golongan 
tertentu.
Kenyataannya  setelah  berita  tentang  penunjukan  sekelompok  mahasiswa  untuk  duduk 
sebagai  anggota  MPRS/DPR-GR  diketahui  oleh  publik,  perselisihan  antara  anggta  lembaga-
lembaga yang terhimpun dalam KAMI mulai meletup. Perbedaan kepentingan semakin jelas setelah 
penunjukan beberapa orang terkemuka di KAMI ternyata juga bersekutu dengan partai politik atau 
bergabung dengan organisasi yang dekat dengan kepentingannya dengan terbuka. Seiring dengan 
berjalanya waktu KAMI semakin kehilangan persatuan baik dalam kesatuan organisasi atau dalam 
pandangan politik sebagai mahasiswa atau sebagai aktor politik (Sinar Harapan, 3 Oktober 1967).
Pada saat inilah perpecahan menghantaui organisasi pergerakan mahasiswa. Soe Hok Gie 
memberikan istilah “saat-saat yang malang bagi mahasiswa Indonesia” ketika muncul dua kubu 
yang saling bertentangan dalam diri mahasiswa mengenai fungsi dan tujuan mahasiswa. Sebagian 
mahasiswa melihat pengaruh politik yang besar harus dipergunakan secara efektif. Secara aktif dan 
fisik sebagian kelompok mahasiswa mengadakan perbaikan-perbaikan politik. Hal ini memperoleh 
tentangan mahasiswa yang menganngap tugas mereka adalah menyelesaikan studinya. Apabila yang 
akan ikut aktif membina masyarakat melaluii bidang politik hendaknya aktif atas nama individu 
bukan atas nama mahasiswa. Bagi kelompok ini mahasiswa adalah “moral force”. Mereka tidak 
percaya akan kemampuan mahasiswa dalam bidang politik langsung karena mereka baru setengah-
setengah menerima ilmu dan ditunjang belum adanya pengalaman yang memadai dibidang poitik. 
Hal yang mungkin saja terjadi mereka menjadi kendaraan kepentingan politik salah satu pihak yang 
tentu  saja  mempunyai  pengalaman  politik  yang  sudah  matang.  Hal  memprihatinkan  ini  terjadi 
ketika pemerintah Orde Baru mulai mengganti sebagian anggota parlemen yang terlibat dengan PKI 
dan yang pro Soekarno dengan perwakilan mahasiswa (Soe Hok Gie, 1995 : 27-28).
Menurut pandangan Soe Hok Gie, KAMI tidak mampu mempertahankan kebebasan kampus 
sebagai arena pendidikan bukannya sebagai arena politik. Sebaliknya, persaingan antara elemen-
elemen dasar KAMI telah memberikan ancaman yang lebih besar dari sebelumnya, yaitu semakin 
terlibatnya  mahasiswa  dalam perpecahan  politik  luar  kampus.  Faktor  lainya  adalah  perwakilan 
KAMI  yang  masuk  parlemen  bukan  karena  pilihan  sehingga  bukan  merupakan  perwakilan 
mahasiswa yang sesungguhnya sehigga kontrol untuk kegiatan perlemen yang mengatasnamakan 
mahasiswa  tersebut  tidak  ada.  Hal  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  tidakan  adanya  check  and 
balance menjadikan palemen dari wakil mahasiswa tersebut tidak mempunyai pertanggung jawaban 
atas perannya di parlemen kepada mahasiswa (Soe Hok Gie, 1995: 12).
Selama periode ini Soe Hok Gie memainkan perannya di Rawamangun dengan mendorong 
dan mengarahkan teman-temannya untuk dalam usaha perubahan pemerintahan. Sebagai seorang 
aktivis , Soe Hok Gie menganggap keterlibatan langsung mahasiswa dalam dunia politik nasional 
seharusnya hanya bersifat  sementara  sebagai  reaksi  spontan mahasiswa menyikapi krisis  politik 
yang terjadi. Menjelang akhir tahun 1966 keterlibatan mahasiswa dalam politik nasional seharusnya 
diakhiri, dosen dan mahasiswa seharusnya kembali pada tugas utamanya yaitu belajar dan mengajar. 
Kampus sebagai sarana belajar harus  dalam kondisi bebas bukan sebagai ajang pertarungan politik 
lagi (John Maxwell, 2001: 286-287).
Keprihatinan  Soe  Hok  Gie  terhadap  tingkat  toleransi  yang  menurun  dan  bahaya  yang 
tersembunyi  dalam pemerintahan militer  yang otoriter  memperbesar  keragu-raguannya  terhadap 
karakter negara Indonesia yang mulai muncul dibawah kepemimpinan Soeharto. Usaha Soeharto 
untuk meninggalkan politik luar negeri memang usaha politik yang positif, namun agenda politik 
kedepan  masih  perlu  dilakukan  koreksi.  Pengangkatan  13  wakil  mahasiswa  kedalam DPR-GR 
merupakan permasalahan yang perlu dipertanyakan, pandangan Gie mengenai pengangkatan wakil 
mahasiswa  ini  hanya  sebagai  pemanis  pemerintahan  Orde  Baru  dalam usaha  merebut  simpati 
publik. Bertahannya wajah-wajah lama yang tetap berada dalam kursi pemerintahan yang hanya 
berusaha  mempertahankan  posisi  dalam  pemerintahan  tetap  menghiasi  awal  permerintahan 
Soeharto. Usaha restrukturisasi dengan memasukan wajah baru dalam struktur pemerintahan belum 
banyak dilakukan (Harold Crouch, 1978: 265). Sayang usaha Soe Hok Gie tidak dapat berlanjut 
karena terlalu capat meninggal dunia. Usaha kritis terhadap pemerintah akan diteruskan kakak Soe 

















SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
 
A. Simpulan 
Dari hasil penelitian di atas, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :
1. Latar belakang masuknya Soe Hok Gie dalam gerakan mahasiswa tahun 1960-1968 adalah 
dari latar belakang kehidupan Soe Hok Gie sebagai seorang yang mempunyai jiwa idealis 
senantiasa  berusaha  menginginkan  kebenaran  menjadi  dasar  semua  kegiatan  dalam 
kehidupan.  Penyimpangan-penyimpangan  yang  dilakukan  pemerintah  yang  dipimpin 
Presiden Soekarno pada era Demokrasi  Terpimpin merupakan bentuk ketidakadilan yang 
dirasa harus dijatuhkan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan cita-cita 
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Soe Hok Gie bersama mahasiswa-mahasiswa 
Indonesia  lainya  sebagai  salah  seorang  subyek  yang  terlibat  langsung  dalam  usaha 
penentang  pemerintah  Orde  Lama.  Mereka  melakukan  berbagai  usaha  salah  satunya 
berkerjasama dengan tentara yang mempunyai kasamaan kepentingan. 
2. Penyimpangan pada era Demorasi Terpimpin menjadi semakin keruh ketika terjadi peristiwa 
G  30  S.  Kondisi  yang  semakin  memburuk  ketika  usaha  pembasmian  PKI  dilakukan 
digunakan  oleh  sebagaian  elit  politik  dalam  pemerintahan  dengan  menaikan  harga 
kebutuhan  kehidupan  sehari-hari  rakyat  sebagai  jalan  pengalihan  perhatian  massa. 
Mahasiswa yang merasa memburuknya kondisi ekonomi berakibat langsung pada kehidupan 
keseharianya melakukan aksi protes atas kebijakan yang dilakukan pemerintah, dilain pihak 
mahasiswa  sebagai  the  happy  selected  few  harus  mampu menunjukan perannya  sebagai 
agen of chance ketika situasi yang tidak baik menimpa bangsanya. Gerakan mahasiswa yang 
dilakukan pada tahu 1965-1966 telah mampu menunjukan mahasiswa adalah kekuatan yang 
mampu  menghadirkan  perubahan  dalam  segala  bidang  kehidupan  masyarakat.  Gerakan 
mahasiswa  dapat  sukses  mengganti  pemerintah  atas  dukungan  tentara  yang  memang 
menghendaki perubahan politik karena posisi yang tidak menguntungkan pada masa Orde 
Lama. 
3. keberhasilan  gerakan  mahasiswa  pada  tahu  1966  dengan  menjatuhkan  pemerintah  Orde 
Lama dengan diganti Orde Baru telah menempatkan mahasiswa pada posisi yang strategis 
secara politik. Mahasiswa yang seharusnya meneruskan tugas, peran dan fungsinya dalam 
bidang pendidikan dan Social Control, sebagian telah berubah peran dalam kegiatan politik 
praktis  dengan  masuk  dalam  parlemen  dan  berbagai  institusi  pemerintah.  Peran  dalam 
bidang  politik  yang  ditawarkan  orde  baru  membuat  mahasiswa  sifat  kritisnya  karena 
sebagian wakil  mahasiswa masuk dalam jalur institusi  pemerintah.  Hal ini  menimbulkan 
keprihatinan bagi Soe Hok Gie yang tetap kritis dan obyektif menilai perkembangan politik 
yang terjadi. Ketika mahaiswa kehilangan kritis terhadap pemerintah Soe Hok Gie berani 
menyuarakan hal-hal yang dianggap negatif misalnya peristiwa pembantaian PKI tanpa jalur 




Implikasi secara teoritis dari hasil penelitian ini, adalah terjadinya pendobrakan terhadap 
dominasi kekuatan penguasa yang telah memaksakan kehendaknya dalam rangka mencapai satu 
tujuan, yaitu kekuasaan yang berdasarkan perjuangan Revolusi Kiri. Cara yang ditempuh dengan 
melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap landasan idiil  dan konstitusional negara yang 
telah dibangun, serta keberpihakan terhadap satu kelompok tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan 
kehidupan politik menjadi tidak demokratis dan berubah menjadi konflik politik, baik pada  high 
class  atau para politisi  maupun pada tingkat  grassroot  atau masyarakat bawah bahkan disinilah 
konflik  yang  yang  bersifat  kekerasan  yang  sering  terjadi  dan  mennnimbulkan  banyak  korban. 
Dalam  kondisi  tersebut  dapat  menggerakkan  golongan  pemuda  khususnya  mahasiswa  bangkit 
menyatukan gerak langkah untuk melawan penguasa tiran. 
Akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kesengsaraaan 
terhadap  rakyat  dan  hanya  berpihak  pada  satu  kelompok  saja,  maka  para  mahasiswa  yang 
mempunyai  social sense  atau kepekaan sosial terhadap aspirasi rakyat, menyalurkan tuntutan dan 
kritik tajam kepada penguasa dengan cara melakukan aksi-aksi demonstrasi yang disertai dengan 
aksi corat-coret, pengrusakan dan kekerasan fisik yang menimbulkan korban jiwa.
Aksi  demonstrasi  mahasiswa  pada  awalnya  hanya  menyuarakan  aspirasi  dan  tuntutan 
rakyat, akan tetapi aksi demonstrasi mahasiswa menjadi lebih militan dan radikal ketika tuntutan 
tersebut  tidak  didengar  dan  dipenuhi,  sehingga  aksi  demonstrasi  mahasiswa  berubah  menjadi 
gerakan revolusi yang bertujuan menggulingkan penguasa. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh 
mahasiswa  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya  kepentingan  politik  kelompok  tertentu  yang 
memanfaatkan  aksi  demonstrasi  mahasiswa  untuk  menjatuhkan  lawan  politiknya.  Hal  ini 
menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa bisa memainkan peranan politiknya meskipun berstatus 
sebagai gerakan oposisi yang bergerak di jalur ekstra parlementer.
 
2. Praktis   
Implikasi  secara  praktis  dari  hasil  penelitian  dalam dunia  pendidikan,  adalah  perlunya 
nilai-nilai kekritisan yang harus tetap dijaga mahasiswa juga jalinan komunikasi yang baik antar 
mahasiswa dalam berorganisasi. Dalam hal ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi 
mahasiswa untuk memperbaiki cara dan strategi dalam menyuarakan aspirasi rakyat, menyadarkan 
mahasiswa  pentingnya  berorganisasi  secara  mandiri  dan  independent  dengan  membangun kerja 
sama dan solidaritas di antara mahasiswa. Soe Hok Gie sebagai salah satu unsur dalam terjadinya 
gerakan mahasiswa yang turut serta dalam aksi demonstrasi menuntut Tritura, berhasil menjalankan 
peran, fungsi dan tugasnya sebagai seorang mahasiswa, dalam perjuangan menurunkan Orde Lama 
menuju Orde Baru. 
Dalam  proses  pembelajaran  sejarah  perlu  disampaikan  bahwa  suatu  bentuk  aksi 
demonstrasi  mahasiswa  berpotensi  memicu  sebuah  gerakan  revolusi  untuk  melemahkan  atau 
menjatuhkan penguasa,  apabila  penguasa  tersebut  tidak  bisa  menjalankan pemerintahan dengan 
baik. Sudah dua kali Republik Indonesia mengalami suksesi pergantian kepemimpinan yang dipicu 
oleh  aksi  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aksi 
demonstrasi merupakan social control terhadap pemerintah yang perlu mendapat perhatian khusus. 
Pemerintah  harus  segera  melakukan  perubahan  dengan  memperbaiki  tatanan  pemerintahan  dan 
kebijakan jika tidak ingin terjadi hal yang sama.
 Suatu hal yang perlu diperhatikan dan direnungkan oleh mahasiswa dengan masuk dalam 
organisasi  yang memperjuangkan aspirasi  rakyat,  juga mampu memperjuangkan keadaan negara 
atau  pemerintahan  dan  jangan  sampai  lawan  politik  pemerintah  atau  kelompok  politisi 
memanfaatkan perjuangan mahasiswa untuk kepentingan politiknya. Mahasiswa hendaknya tetap 
berjuang dijalur  kepentingan rakyat  bukannya masuk dalam sistem pemerintah  yang jelas  akan 
menghilangkan sifat kritis dan kebebasan berpikir mahasiswa.
 
C. Saran
Dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:
1.      Kepada  para  mahasiswa,  jangan  pernah  berhenti  memperjuangkan  kepentingan 
masyarakat umum. Para mahasiswa yang berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan  
hendaknya tetap menjadi mahasiswa independent yang memperjuangkan moral force bukan 
political  force  yang  menjadi  tunggangan  dari  kepentingan-kepentingan  politik  golongan 
vested  interest tertentu.  Dalam  melakukan  demonstrasi,  hendaknya  mahasiswa  tidak 
melakukan  tindakan-tindakan  anarkhisme  maupun  vandalisme,  dan  tetap  menjaga  etika 
berdemonstrasi yang sehat. 
2.      Kepada pembaca, hendaknya dapat melihat sosok Soe Hok Gie secara obektif sebagai 
salah  satu  unsur  yang  terlibat  dalam  gerakan  mahasiswa  tahun  1965  dengan  dapat 
mengambil hal-hal positif yang ada pada diri Soe Hok Gie seperti idealisme, kekritisan dan 
landasan berpikir tentang kebenaran sebagai acuan berpikir yang seharusnya tetap dimiliki 
mahasiswa pada masa kapanpun. Hal lain yang juga harus menjadi bahan pemikiran adalah 
peristiwa  sebab-sebab  jatuhnya  kekuasaan  Presiden  Soekarno  pada  tahun  1966  dapat 
dijadikan  sebagai  cermin  dan  pelajaran  yang  sangat  berharga,  sehingga  apabila  dalam 
pemilihan untuk menentukan suatu kepemimpinan baik pusat atau daerah, hendaknya lebih 
selektif dalam memilih seorang pemimpin yaitu seorang yang memiliki sense of crisis atau 
kepekaan  sosial  yang  tinggi  terhadap  nasib  rakyat  serta  mempunyai  pengorbanan  yang 
tinggi  dalam  memperjuangkan  kepentingan  dan  aspirasi  rakyat  dengan  memberikan 
pelayanan keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat.
3. Kepada para peneliti, sesungguhnya masih banyak peristiwa sejarah yang berkaitan dengan 
peranan Soe Hok Gie dalam gerakan mahasiswa pada tahun 1965 yang belum diungkap dan 
masih bisa diperdebatkan dalam tulisan ini,  dengan satu alasan bahwa penulis tidak bisa 
lepas dari unsur keberpihakan dan subyektifitas dalam penelitian ini. Selain itu tokoh yang 
penulis angkat merupakan tokoh minor yang mungkin karena berbagai alasan tidak banyak 
tulisannya yang diangkat oleh media sehingga baru sumber-sumber yang bersifat asli yang 
asli yang ada. Oleh karena itu bagi peneliti yang lain, diharapkan dalam mengungkap fakta 
sejarah  dengan  lebih  akurat  dan  obyektif,  setidaknya  diperlukan  sumber-sumber  yang 
kontroversi dan bertolak belakang dari sumber sejarah yang sudah ada pada saat ini, serta 
ditambah pula dengan wawancara atau kesaksian dari pelaku sejarah yang terkait dengan 
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